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MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa dalam Peraturan Femerintah Nomor 40 Tahun 1995
tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengean
Peraturan Pemernntah Nomor 3 Tahun 2000 telah diatur
ketentuzn mangenai penyelenggaraan angkuitan ucdara;

banwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf 5, perfu
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Ferhuburgan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1932 tentang Fenerbangan
‘(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambafian
Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 3481),

. Peraturan Pemerintain  Nomor 40 Tehun 1695 tentang

Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengar Pera‘*uran
Pemerintah Nornor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tanun
1295 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);

Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 172
Tahun 2009;

Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tugas Departemen ;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/0T-002 Phb-
80 dan KM 164/0T.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun
2000;
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
127 Tahun 1990 tentang Perizinan Usaha Angkutan Udara,
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 126 Tahun 1990 tentang
Jaringan dan Rute Penerbangan dan Keputusan -Menteri
Perhubungan Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penutupan
Sementara Pemberian |zin Usaha Perusahaan Angkutan Udara
Berjadwal,

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarn Kepuiusan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan udara  adalah  setiap  kegiaien  dengan
menggunakan  pesawat udara  untuk  mengangkut
penumpang, kargo dan pos untuk satu peijalanan atau lebih
dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau
beberapa bandar udara.

2. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum
dengan memungut pembayaran.

3. Angkutan udara niaga beriadwal adalah angkutan udara
niaga yang dilaksanakan pada rute dan  jadwal
penerbangan yang tetap dan teratur, dengan tarif tertentu
dan dipublikasikan.

4. Angkutan udara niaga tidak berjadwal adalah angkutan
udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal
penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur, dengan tarif
sesuai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dan
tidak dipublikasikan.

N

Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara tidak
untuk umum, tanpa memungut bayaran dan hanya
digunakan untuk menunjang kegiatan pokoknya.

6. Angkutan udara perintis adalah angkutan udara niaga yang
melayani jaringan dan rute penerbangan  untuk
menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman atau
daerah yang sukar terhubungi oleh moda transportasi lain
dan secara komersial belum menguntungkan.
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7. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dar
bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur
penerbangan yang telah ditetapkan.

8. Jaringan penerbangan adalah kumpulan dari rute
penerhangan yang merupakan satu kesatuan jaringan
pelayanan angkutan udara.

9. Rule terbuka adalah rute penerbangan yang dapat
dimanfaatkan oieh perusahaan angkutan udara niaga
berjadwal tanpa batasan frekuensi dan kapasitas.

10. Rute tidak terbuka adalah rute penerbangan yang dapat
dimanfaatkan oleh perusahaan angkutan udara niaga
berjadwal dengan dibatasi jumlah frekuensi dan kapasitas
vang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

11. Penambahan kapasitas adalah penambahan tempat duduk
pada suatu rute penarbangan.

12. Menteri adalah menteri yang bzartanggung jawab di bidang
penerpanqan.

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Udara. ‘
BAB Il
JARINGAN DAN RUTE PENERBANGAN
Pasal 2

Kumpulan rute penerbar.gan yang merupakan satu kesatuan
jaringan pelayanan angkutan udara meliputi :

a. jaringan penerbangan dalam negeri;
b. jaringan penerbangean luar negeri.
Pasal 3

(1) Jaringan penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a dapat dikelompokan berdasarkan :

a. Struktur rute yang terdiri atas :
1) rute utama;

2) rute pengumpan;
3) rute perintis.
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b. Pemanfaatan rute yang terdin atas :
1) Rute terbuka;
2) Rute tidak terbuka yang terbagi atas :

a) Rute padat;
b) Rute kurang padat;
c) Rute tidak padat.

Jaringan penerbangan dalarn negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Rute utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a angka 1), berfungsi menghubungkan antar bandar
udara pusat penyebaran yang meliputi bandar udara pusat
penyebaran primar, sekunder dan tersier.

Rute pengumpan sabageimana dimaksud calam Pasal 3
ayat (1) huruf a angka 2), berfungsi sebaga! penunjang rute
utama yang menghubungkan :

a. bardar udara pusat penyebaran cengan bandar udara
bukan pusat penyebaran,

b. antar bandar udara bukan pusat penyebaran.

Rute perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huryf a angka 3), berfungsi menghubungkzn daerah
ierpenci! dan pedalaman serta daeran yang sukar terhubungi
oleh moda transportasi lain.

Pasal 56

Bandar udara yang dapat ditetapkan sebagai bandar udara
pusat penyebaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat
(1) adalah bandar udara umum yang memenuni ketentuan
sebagai berikut :

a. terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan
ekonomi;

b. tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara cukup
tinggi;

c. berfungsi untuk menyebarkan penumpang ke bandar
udara lain.
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Ketentuan tentang bandar udara terletak di kota yang
merupakan pusat kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a ditunjukkan dengan variabel sebagai
berikut -

a. status kota dimana bandar udara’ tersehut berada
sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang
wilayah nasional.

b. status penggunaan bandar udara.

Ketentuan tentang tingkat kepadatan lalu lintas angkutan
udara cukup tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b ditunjukkan dengan variabei :

a. total penumpang datarg dain herangkat;
b. jumlah periumpang transit
¢.  jumiah frekuensi peneibangar.

Ketentuan tenieng  berfungsi  untuk  menyebarkan
penumpang ke bandar udara lain sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf ¢ citunjukkan dengar variabel :

jumlah rute penierbangsint dalam negeri;

jumiah rute penerbangan luar negeri;

jumlah rute penerbangan dalam negeri yang menjadi
cakupannya.

ooTw

rasal 6

Penetapan fungsi bandar udara sebagai pusat penyebaran
primer, sekunder dan tersier sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dengan melakukan penilaian berdasarkan skor
untuk masing-masing variabel.

Skoring untuk masing-masing bandar udara pusat
penyebaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
sebagai berikut :

a. Bandar udara pusat penyebaran primer dengan skor
lebih besar atau sama dengan 0, 500;

b. Bandar udara pusat penyebaran sekunder dengan skor
antara 0,300 sampai dengan 0,499;

c. Bandar udara pusat penyebaran tersier dengan skor
antara 0,200 sampai dengan 0,299; '

5




)

(2)

(1)

e Mutnra\bag-1\ksh- Nhepmen\rkm-revisi2

d. Bandar udara bukan pusat penyebaran dengan skor
kurang dari 0,200;

Kriteria dan cara penilaian/perhitungan secara lengkap
terhadap variabe!l sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tercantum dalam Lampiran | dalam Keputusan ini.

Bandar udara pusat penvebaran primer. sekunder dan
tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 vyang
dilakukan  berdasarkan penilaian dan  pazrhitungan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

Pasal 7

Rute terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1)
huruf b angka 1), apabila pada rute tersebut jumiah
penumpany lebin besar dari 200.000 (dua ratus ribu) orang
per tahun.

Rute tidak terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf h angke 2), terdiri dan

a. rute padat, epabila jumlah penumpang pada rute tersebut
sebesar 5§0.0C0 (lima puluti ribu) sampai aengan 200.000
(cua ratus ribu) orang per tahun;

b. rute kurang padat, apabila jumlah penumpang pada rute
tersebut sebesar 20.000 {dua puluh ribu) sampai dengan
49.698 (empat pululi sembilan ribu sembilen ratus
sembilan puluh sembiian) orang per tahur;

c. rute tidak padat, apabila jumlah penumpang pada rute
tersebut kurang dari 20.000 (dua puluh ribu) orang per
tahun.

Pasal 8

Rute penerbangan perintis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3), ditetapkan berdasarkan
pertimbangan :

a. untuk menghubungkan daerah terpencil atau
pedalaman; dan atau

b. untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan
wilayah; dan atau

c. untuk mewujudkan stabilitas pertahanan dan
keamanan negara.
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Daerah terpencil atau pedalaman sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a adalah moda transportasi lain tidak
ada dan atau kapasitas kurang memenuhi permintaan.

Untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan-wilayah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah :

a. daerah tersebut berpotensi untuk dikembangkan;

b. untuk menunjang program pengembangan dan
pembangunan daerah; dan atau;

c. mendorong perkembangan sektor lain.

Mewujudkan  stabilitas pertahanan dan  keamanan
sebagainiana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ adalah
bzhwa :

a. daeran tarsebut berdekatan dengan perbatasan
neqgara lain: dan/atau

b. daesrah teisebut barpotensi untuk terjadinya kerawanan.

Rute penerbangan perintis sebagaiinana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan olen Direktur Jenderal.

Pasal 9

Jaringan peinerbangan luar neger sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b, merupakan kumpulan rute luar
neg=ri.

Jaringan penerbangan iuar negeri sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian angkutan
udara bilateral atau multilateral dengan negara-negara lain
dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan :

permintaan jasa angkutan udara;
pengembangan pariwisate;
potensi ekonomi daerah;
keterpaduan intra dan antar moda;
kepentingan nasional.

PooTw

Jaringan penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud
dalam ayat {1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
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Pasal 10

Direktur Jenderal dapat menetapkan rute penerbangan
dalam negeri dan luar negeri baru dengan memperhatikan :

a. permintaan jasa angkutan udara yang potensial;

b. terpenuhinya persyaratan teknis operasi penerbangan;
dan

c. fasilitas bandar udara yang memadai.
Penetapan rute penerbangan baru sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib diumumkan secara tertulis kepada
perusahaan angkutan udara niaga berjadwal.
SAB i
PERIZINAN ANGKUTAN UDARA
Pasz2l 11

Kegiatan angkutan udara terdiii atas :

a. angkutan udara niaga; dan
b. angkutan udara bukan niaga.

Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) hurut a melinputi

a. angkutan udara niaga berjadwal; dan
b. angkutan udara niaga tidax berjadwal.

Pasal 12

Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan oleh:

a.

b.

Nuturetbag-[ksh-3kepmen\rkm-revinit?

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

Badan Usaha Milik Swasta yang berbentuk badan hukum;
atau

Koperasi.
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Pasal 13

Untuk melakukan kegiatan angkutan udara niaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemohon
wajib memiliki izin usaha angkutan udara niaga.

{zin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) terdiri dari :

a. izin usaha angkutan udara niaga berjadwal,
b. izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal.

Izin usaha angkutan uvdara niaga sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama pemegang izin
masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 14

Untuk mendzpatkan izin wusaha angkutan udara niaga
sebagaimana dimaksud dalem Pasai 13 ayat (1), pemonan wajib
memeanuhi persyaratan :

a.

< \utiera\bage- 1\kab- 3\kepmen\rkm-revisit2

memilixi akte pendirian perusahaan vang salah satu
kegiatannya narus memuat usaha angkutan udara niaga
oeriadwal dan atau angkutan udara niaga tidak berjadwal
dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri yang
bertanggung jawab terhadap pengesahan akte pendirian
perusahaan;

memiliki Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWF);
menyampaikan studi kelayakan yang meliputi :

1) jenis dan jumlah pesawat wudara yang akan
dioperasikan;

2) rute penerbangan, bagi pemohon kegiatan usaha
angkutan udara niaga berjadwal;

3) aspek pemasaran,

4) sumber daya manusia, termasuk teknisi dan awak
pesawat udara;

5) kesiapan dan kelayakan fasilitas untuk pengoperasian
pesawat udara;

6) analisis dan evaluasi dari aspek ekonomi dan finansial;
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Pasal 15

Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf ¢ angka 1)
sekurang-kurangnya memuat : -

a. jenis dan tipe beserta jumlah pesawat udara yang akan
dioperasikan per tahun untuk jangka waktu sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;

b. jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan untuk
angkutan udara niaga sekuranc-kurangnya 2 (dua)
pesawat udara registrasi Indonesia yang dapat saling
mendukung dalam pengoperasiannya ;

c. sumber dan cara pengacaanh pesawat udara beserta
tahapzn perigadaainnya untuk jangka waktu sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;

d. utilisasi per hari masing-masing jenis dan tipe pesawa:
uderz yang akan diopetasikarn.

Rute penerbangan vagi pemohon kegiatan usaha angkutan
udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf c angka 2) sekurang-kurangnya memuat :

a. tahapan rute penerbangan per tahun beserta rotasi
diagram untuk rute penerbangan, untuk jangka waktu
sekurang-kurangrya 5§ (lima) tahun ka depan;

b. untuk rute penerbangan dilengkapi dercan rencana
frekuensi, kapasitas dan jumlah penumpang diangkut
per tahun untuk jangxa waktu sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun ke depan;

c. jenis, tipe dan jumlah pesawat udara yang dioperasikan
beserta total jam terbang per tahun pada masing-
masing rute penerbangan untuk jangka waktu
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.

Aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf ¢ angka 3), sekurang-kurangnya memuat :

a. peluang pasar angkutan udara secara umum maupun
secara khusus pada rute penerbangan atau wilayah
operasi yang akan dilayani,yang meliputi :

1) perkembangan dan kondisi angkutan udara saat
ini;
10
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2) perkembangan jumlah permintaan penumpang
atau kargo per tahun untuk jangka waktu
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir pada
rute penerbangan atau wilayah operasi yang akan
dilayani; )

3) potensi jumlah permintaan penumpang atau kargo
per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya
5 (lima) tahun ke depan pada rute penerbangan
atau wilayah operasi yang akan dilayani;

4) kondisi pesaing yang ada saat ini pada rute
penerbangan atau wilayah operasi yang akan
dilayani.

target dan pangsa pasar yang akan ciraih :

1) segmen pasar yang akan dilayani sesuai dengan
bidang usahanvya ;

2) pangsa pasar (market share) per tahun yang akan
diraih pada masing-masing ruie penarbangan atau
wilayan operasi sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahur ke depan.

strategi pemasaran yang digunakan perusahaan dalarn
rangka meraih target dan pangsa pasar meliputi strategi
produk, harga, distribusi dan promosi.

Organisasi petusahaan dan sumber daya manusia termasuk
teknisi dan awak pesawat udara, secbagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf ¢ angka 4), sekurang-kurangnya
memuat :

a.

struktur organisasi dan rentang manajemen (sesuai
CASR 121 atau CASR 135);

tahapan kebutuhan sumber daya manusia langsung
maupun tidak langsung menyangkut kualifikasi dan
jumiah per tahun untuk jangka waktu sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;

sistem pengadaan sumber daya manusia langsung dan
tidak langsung.

kesiapan dan kelayakan fasilitas untuk pengoperasian
pesawat udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf ¢ angka 5) sekurang-kurangnya memuat :

11
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a. persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai
CASR 121 atau CASR 135;

b. program pemeliharaan atau perawatan pesawat udara ;

c. jadwal persiapan teknis operasi setelah izin usaha
angkutan udara niaga diterbitkan, yaitu sejak Sertifikat
Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate/AOC)
diterbitkan sampai dengan pelaksanaan penerbangan.

Analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan finansial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf ¢ angka 6),
sekurang-kurangnya memuat :

a. rencana jenis, jumlah dan nilai investasi untuk jangka
waktu sekurang-kurargnya 5 (lima) tahun ke depan,

b. proyeksi aliran kas (cashflow), rugi - laba dan neraca
untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima} tahun
ke depan;

c. hasil perhitungan anaiisis ekonomi aan finansial.

Secara terinci acuan penyusunan studi  keiayakan
perusahaan angkutsn udara niaga berjadwai atau tidak
berjadwal menurut contoh 1 pada Lampiran Il Keputusan ini:

Pasal 16

Permohcnan izin usaha sebagaimana dimmaksua dalar
Pasal 15 diajukan secara tertulis kepada  Direktur
Jenderal, menurut contoh 2 pada Lampiran |i Kepuiusan
ini.

Pemohon izin usaha angkutan udara niaga harus
mempresentasikan studi kelayakan sebagaimana tersebut
dalam pasal 14 butir ¢, dihadapan Direktur Jenderal dan
asosiasi perusahaan angkutan udara.

Izin usaha diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai
dengan Pasal 14 dan Pasal 15 dan berdasarkan kriteria dan
tolok ukur penilaian, dinyatakan layak untuk melakukan
kegiatan usaha sesuai jenis bidang usaha yang dimohon.

Kriteria dan tolok ukur penilaian studi kelayakan perusahaan
angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan
yang berlaku.

12




(5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak
permohonan diterima secara lengkap.

(6) Izin usaha angkutan udara niaga diberikan oleh Direktur
Jenderal, menurut contoh 3 dan contoh 4 pada Lampiran Il
Keputusan ini.

(7) Dalam hal permchonan izin usaha ditolak, Direktur Jenderal
wajib memberikan alasan penolakan,  menurut contoh 5
pada Lampiran !l Keputusan ini.

Pasal 17

Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud
dalam Pacsal 11 ayat (1) huruf b dapat dilakukan clen:

instansi pemerintah;

badan hukur Indonesia;

lembaga tertentu; atau

perorangan warga negara Indonesia.

ans o

Fasal 18

(1) Untuk melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 11 ayat (1) huruf b,
pemchon wajib memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan
niaga.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama
pernegang izin masih menjalankan kegiatan angkutan udara
sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 19

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan:

a. memiliki izin untuk melakukan kegiatan pokoknya dari
instansi yang berwenang bagi pemohon yang berbentuk
badan hukum Indonesia atau lembaga tertentu, dan tanda
jati diri bagi pemohon perorangan;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

c:Vietura\bag- Hksh- \eepmen\rkm-revisio 2 l 3
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menyampaikan rencana kegiatan angkutan udara yang
sekurang- kurangnya meliputi:

1) kegiatan pokoknya;
2) tujuan penggunaan pesawat udara;
3) daerah operasi;

4) jenis dan jumlah pesawat udara yang akan
dioperasikan;

5) kesiapan dan kelayakan fasilitas untuk pengoperasian
pesawat udara.

Pasal 20

Kegiaian sebagaimana dimaksud dalam Pasai 18 huruf ¢
angka 1) adalah kegiatan usaha pokok yang perlu ditunjang
dengan kagiatan angkutan vdara;

Tuivan pengginaan pesawat Laara sehagaimana dimaksuid
dalam Pasal 19 huruf ¢ angka 2) harus memuat gambaran
singkat mengenai tujuan penggunaan pesawat udara
dikaitkan dengan kegiatan pokox;

Daerah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf ¢ angka 3) harus menyebutkan cakupan wilayah
kegiatan penerbangan yang menunjang kegiatan pokok;

Jenis dan jumiah pesawat udara yang akan dioperasikan
sebagaimana dimaksud daiam pasal 19 huruf ¢ angka 4)
sekurang- kurangnya memuat :

a. jenis, tipe dan jumlah pesawat udara yang akan
dioperasikan;

b. sumber dan cara pengadaan pesawat udara;

c. tilisasi per hari masing-masing jenis dan tipe pesawat
udara.

Kesiapan dan kelayakan fasilitas untuk pengoperasian
pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf ¢ angka 5), sekurang-kurangnya memuat :

a. persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai
CASR 91.

b. program pemeliharaan atau perawatan pesawat udara;
14
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(1)
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(4)

c. jadwal persiapan teknis operasi.

Secara terinci acuan penyusunan studi kelayakan kegiatan
angkutan udara bukan niaga, menurut contoh 1 pada Lampiran llI
Keputusan ini.

Pasal 21

Permnohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diajukan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal, menurut contoh 2 pada
Lampiran Il Keputusan ini.

Izin kegiatan angkutan udara bukan niaga diberikan setelah dinilai
memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 20 dan
berdasarkan kriteria penilaian dinvatakan layak untuk melakukan
kegiatan angkutan udara bukan niaga.

Kriteria penilaian kelayakan kegiatan angkutan udara bukan niaga
ditetapkan oleh Direktur Jendcera! perdasarkan ketentuan yang
nerlaku.

Pemberian atau penolakan izin setagaimana dimaksud daiam
ayat (1) diberikan dalam jangka waktu €0 (eram puiuh; hari kerja
sejak permohonan diterima secara lengkap.

Izin kegiatan angkutan udara bukan niaga diberikan oleh Direktur
Jenderal menurut contoh 3 pada Lampiran il Keputusan ini.

Dalam hal permohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga
ditolak, Direktur Jerderal wajit membeiikar alasan penolakan,
menurut contoh 4 pada Lampiian lil Keputusan ini.

BAB IV
KEGIATAN ANGKUTAN UDARA

Bagian Pertama
Angkutan Udara Niaga Berjadwal

Pasal 22

(1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a
dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal
dalam negeri dan luar negeri sesuai rute yang ditetapkan
dalam lampiran izin usaha.

CVhutura\bag- kb3 kepmen\vkm-re visi02 l 5
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Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negern
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
dilaksanakan oleh perusahaan angkutan udara berjadwal
yang telah memperoleh penunjukan dari Direktur Jenderal.

Pasal 23

Rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. keseimbangan rute yaitu selain diberikan rute padat
juga diwajibkan menerbangi rute tidak padat dan atau
perintis;

b. aspek operasi, meliputi rotasi pesawat, penguasaan
armada pesawat udara, sumber daya manusia, dan
pendukung operasi pesawat udara; dan

c. keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri, baqi
peiusahaan angkutan udara niaga berjadwai yang
melayani angkutan udara iuar negeri.

Rute penerbangan yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalar: ayat (1), sekurang-kurangnva 1 (saiu) Kali
dalarn 5 {lima) tahun ditakukan evaiuasi.

Fasal 24

Kegiatan angkutan udara pada rute penerbangan yang telan
ditetackan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat {1},
dapat dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu paling
lama 5 (lima) ahun dengan memperhatikan:

a. keseimbangan penawaran dan permintaan,;

b. perencanaan pengadaan armada pesawat udara oleh
perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang
bersangkutan;

c. kemampuan operasi bandar udara.

Pentahapan pelaksanaan rute sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderai.

Pasal 25

Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang telah
memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) huruf a, dalam waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sebelum pelaksanaan, wajib
menyampaikan rencana pelaksanaan penerbangan kepada
Direktur Jenderal, yang sekurang-kurangnya memuat :
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a. rute penerbangan;

b. waktu pelaksanaan (hari dan jam keberangkatan atau
kedatangan);

c. tioe pesawat yang akan digunakan; dan
d. bukti memiliki Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air

Operator Certificate/ AOC) yang dikeluarkan oleh
Direktur Jendera! Perhubungan Udara.

a

bukti menguasai sekurang-kurangnya 2 (dua) pesawat
udara yang laik udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf b.

Persetujuan atau penolakan ternadap rencana pelaksanaan
pererbangan sebagzimana dimaksud dalami ayat (1)
diberikan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan
keseimbangan permintaan dan penawaran untuk rute daiam
negeri dan/aiau hasil-hasil nerjanjian hubungan udara
bileteral atau inultilateral untuk rute penerbangan luar negeri
serta mernperhatikan ketentuan Paszl 28 ayat (1) dan Pasai
29 ayat (2).

Persetyjuan sebagaimana dimaksud daam ayat (2]
diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari
kerja  setelah  diterimanya  rencana pelaksanaan
pererbangan secara lengkap menurut conton 1 pada
Lampiran iV,

(4) Apebila rencana pelaksanaan penerbangan sebagaimana

(1)

(2)

c\turat\ bz Dksb-3kepmenirkmrevisio )

dimaksud dalam ayat (2) di tolak, baik sebagian atau
geluruhnya, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan
penolakan menurut contoh 2 pada Lampiran IV Keputusan
ini.

Pasal 26

Setiap terjadi perubahan terhadap rincian pelaksanaan
penerbangan yang telah disetujui perusahaan angkutan
udara, wajib mengajukan permohonan perubahan kepada
Direktur Jenderal.

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima
secara lengkap, Direktur Jenderal memberikan persetujuan
atau penolakan.

17
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Apabila permohonan perubahan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal wajib
memberikan alasan penolakan menurut contoh 3 pada
Lampiran IV Keputusan ini.

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
sekali dalam periode 3 (tiga) bulan.

Pasal 27

Perusahaan angkutan udara niaga beradwal dapat
melakukan penambahan kapasitas, berupa penambahan
frekuensi penerbangan dan atau penggantian tipe pesawat
udara.

Penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat agilakukan pada :

a. rute terbuka; dan atau
b. rute tidak terbuka.

Pasal 28

Penambahan kapasitas pada rute terouka sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 27 ayat {2) huruf a, dilakukan dengan
mempberhatikan :

a. kemampuan operasi bandar udara;

b. hak angkut, dalam ha! usulan penambahan kapasitas
tersebut terjadi pada rute penerbangan iuar negeri.

Rencana penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan
kegiatan angkutan udara niaga berjadwal.

Pasal 29

Penambahan kapasitas pada rute tidak terbuka,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b,
hanya dapat dilakukan atas persetujuan Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal melakukan evaluasi penambahan
kapasitas pada rute tidak terbuka sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a. rute penerbangan yang telah ditetapkan untuk
perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang
mengajukan permohonan;
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b. faktor muat rata-rata 65 % untuk jangka sekurang-
kurangnya waktu 2 (dua) bulan;

c. penambahan kapasitas tidak menyebabkan faktor muat
rata-rata pada rute tersebut secara keseluruhan
menjadi 40%;

d. kemampuan operasi bandar udara.

Pasal 30

Untuk melakukan penambahan kapasitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perusahaan angkutan
udara niaga berjadwal mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal dengan melampirkan :

rute penerbangan;

jadwal penerbangan;

tipe pesawat udara yang akan digunakan;
data permintaan pasar.

cooo

Persetujuan atau penoiakan atas germononan peisetujuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam
jangka wakiu paling lama 7 (tujuh) hari kerja seiak
permohonan citerima secara lengkan.

Apabila permohonan diiolak, Direktur Jenderal wajib
membetikan alasan perolakan, menurut contoh 4 pada
Lampiran IV Keputusan ini.

rasal 31

Perusahaan angkutan udara niaga berjaawal yang ingin
melaksanakan kegiatan angkutan udara niaga pada rute
penerbangan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
avet (1) wajib menyampaikan permohonan paling lambat 2
(dua) bulan sebeium pelcksanaan kegiatan. kepada Direktur
Jenderal dengan melampirkan :

rute penerbangan;

jadwai penerbangan;

tipe pesawat udara yang akan digunakan;
data permintaan pasar.

aoow

Persetujuan atau penolakan terhadap permintaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan
diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal.

Rute penerbangan baru yang disetujui untuk dilaksanakan
oleh perusahaan angkutan wudara niaga berjadwal
merupakan tambahan persetujuan rute sebagaimana
lampiran izin usaha perusahaan yang bersangkutan.
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Pasal 32

Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dapat tidak
melayani suatu rute yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3). -

Permohonan untuk tidak melakukan penerbangan pada
suatu rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diajukan kepada Direkur Jer.d=ral selambat-lambatnya
12 (dua belas) hari herja sebelum pelaksanaan.

Persetujuan atau penolakan atas permotonan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima
dengan mempertimbzngkan keseimbangan rute
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Apabila permohonan ditciak, Direkiur Jenderal wajib
membenkan aiasan penolakan, menurut contoh 5 pada
Lampiran iV Keputusan ini.

Pasal 33

Rute penerbangan yang iidak dilayani cleh perusahkaan
angkutan udara niaga berjadwal dalem waktu 21 (dua puiuh
satu) hari kalender berturut-turut, tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal, maka jaringan dan
rute penerbangan perusahaan angkutan vudara niaga
beriadwal yang bkersangkutan ditetapkan kembali dengan
memperhatikan ketentuan setagaimana dimaksud dalam
Pasal 23.

Penetapan kembali jaringan dan rute sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang
waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Ragian Kedua
Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

Pasal 34

Pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b,
dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak
berjadwal dalam negeri dan atau luar negeri.

20




(2)

(3)

(1)

crifuturatbage- [\ksh-3kepmen\rkm-revisit)?

Penumpang yang dapat diangkut oleh pemegang izin usaha
angkutan udara niaga tidak berjadwal merupakan :

a. rombongan tertentu (affinity group); atau

b. penumpang yang dikumpulkan untuk melakukan
perjalanan dalam bentuk paket (inclusive tour charter);
atau

C. perorangan yang membeli seluruh atau sebagian
kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri.

Kargo yang dapat diangkut oleh pemegang izin usaha
angkutan udara niaga tidak berjadwal merupakan :

a. kargo yang dikumpulkan oleh perusahaan ekspedisi
atau perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal;

b.  kargo miiik percrangan atau badan hukum derigan cara
mernbell seiuruh atau sebagian kapssitas angkutan
untuk kepentingan sendiii.

Pasal 25

Oalam keacaan terientu, pemegang izin usana angkutan
udara niaga tidak berjadwal dapat melakukan usaha
angkutan udara niaga berjadwal.

Keadaan terieniu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah adanya kebutuhan kapasitas pada rute tertentu, yang
tidak dapat dipenuhi atau tidak dilayani oleh perusahaan
angkutan udara niaga berjadwal.

Pasal 36

Kapasitas dianggap tidak dapat dipenuhi atau tidak dilayani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), apabila dalam
waktu 60 (enam puluh) hari kalender berturut-turut tidak dapat
dipenuhi oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal,
terhitung sejak tanggal permintaan penambahan kapasitas oleh
Direktur Jenderal.

Pasal 37

Untuk melakukan usaha angkutan udara niaga berjadwal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perusahaan
angkutan udara niaga tidak berjadwal wajib memenuhi
persyaratan : '
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teknis dan pengoperasian pesawat udara untuk
pengangkutan penumpang, kargo dan atau pos secara
berjadwal,

menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan
nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang
angkutan udara niaga berjadwal yang dibuktikan
dengan perjanjian penutupan asuransi;

memberlakukan tarif angkutan sesuai dengan tarif
yang berlaku untuk angkutan udara niaga berjadwal;

memberikan tiket kepada setiap penumpang sebagai
tanda bukti telah disepakatinya perjanjian
pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan;

mentaati ketentuan wajib angkut sesuai peraturan
perundang-undangan yang derlaku,

mentzati katentuan-ketentuan tentang angkutan udara
niaga berjadwal lainnya sebagaimana diatur dalam
Keoutuszn ini;

melaksanakan kegiatan anrgkuten udara berjacwal
dalam waktu 2 {tiga) bulan berturut-turut sejak
persetuiuan  diterima, sesuai dengan jadwal
penerbangan (rincian kegiatan) yang telah disetujui;
dan

menyerahkan lapcran kegiatan angkutan udara niaga
berjadwal setiap bulan xepada Direktur Jenderai.

Direktur Jenderal dapat membatalkan persetuiuan dalam hal
perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal tidak
mentaati salah satu kewajiban sebagairnana dimaksud
dalam ayat (1).

Pasal 38

Permohonan untuk melakukan angkutan udara niaga
berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diajukan
secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 14
(empat belas) hari kerja menurut contoh 6 pada Lampiran IV
Keputusan ini.
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Untuk mendapatkan pefsetujuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pemohon wajib menyampaikan rencana
penerbangan yang sekurang-kurangnya memuat:

a. rute penerbangan yang akan dilayani;

b. waktu pelaksanaan (iam keberangkatan dan
kedatangan),

c. tipe pesawat udara yang akan digunakan.

Persetujuan atau penclakan atas permohonan sebagairr.ana
dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima
secara lengkap.

Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan ditinjau
kembali.

Apabila permohonan sebagaimana dimaltsud dalam ayat (3)
di tolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan
penolzkan.

Faca!l 39

Pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal
yang melakukan usaha angkutan udara niaga berjadwa!
sebagaimana dimsksud dalar Pasal 35, depat mengajukan
izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha angkutan ucara
niaga berjadwal diajukan kepaca Direktur Jenderal sesuai
keientuan - ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

Bagian Ketiga
Angkutan Udara Bukan Niaga

Pasal 40

Kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat berupa:

a.

Autra\bag. Dhshe 3\kepmen'rkm-revisi0?

angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (aerial work),
yaitu kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk
kepentingan :

1) kegiatan penyemprotan dan penyerbukan;
2) kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan;
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3) olahraga keudaraan;
4) kegiatan khusus pengangkutan orang sakit (medical
evacuation),

angkutan udara untuk kegiatan pendidikan awak pesawat
udara yaitu kegiatan yang menggunakan pesawat udara,
khusus untuk kepentingan pendidikan awak kokpit pesawat
udara;

angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan
pokcknya bukan usaha angkutan udara niaga.

Pasal 41

Dalam keadaan tertentu, pemegang izin kegiatan angkutan
udara bukan niaga dapat melakukan usaha angkutan udara
niaga.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam aya! (i}
adalah adanya kebutuhan kapasitas angkutan udara niaga
pada rute terieintu, yang beium aapat dipenuni atau tidax
dilayani oleh perusahaan angkutan udara niaga.

Pasal 42

Kapasitas dianggap tidak dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (2) apabiia :

Q.

(1
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calam waktu 60 {enem puluh) hari Kalender berturui-turut
{idak dapat dipenuhi oleh perusahaan angkutan udara,
terhitung sejak tangga! permintaan penambanan oleh
Direktur Jenderal, dan atau

penyediaan kapasitas oleh moda transportasi lain belum
memadai;

Pasal 43

Untuk melakukan usaha angkutan udara niaga berjadwal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, pemegang izin
kegiatan angkutan udara bukan niaga wajib memenuhi
persyaratan :

a. teknis dan pengoperasian pesawat udara untuk usaha
angkutan udara niaga;
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b. apabila dilakukan secara berjadwal, wajib menutup
asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai
pertanggungan sebesar santunan  penumpang
angkutan udara niaga berjadwal yang dibuktikan
dengan perjanjian penutupan asuransi;

c. memberlakukan tarif angkutan sesuai dengan tarif
yang berlaku untuk angkutan udara niaga berjadwal;

d. memberikan tiket kepada setiap penumpang sebagai
tanda bukti telah disepakatinya perjanjian
pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan;

e. mentaati ketentuan wajib angkut sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

f.  mentaati ketentuan-ketentuan tentang angkutan udara
niaga berjadwal lainnya sebagairnana diatui daiam
Keputusan ini;

melaksanakan kegiatern angkuisn udara beijadwal
dalam waktu 3 (tiga) bDuian berturut-turut sejak
persetujuan diterima, sesuai iadwal penerbangan yany
telzh disetujui;

1 .C:

h. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara niaga
berjadwal setiap bulan kepada Direktur Jenderal.

Apabila dilakukar secara tidak berjadwal diwajibkan
mentaati ketentuan-ketentuan yany beriaku bagi useha
angkutan udara niaga lidak berjadwal sebagaimana diatur
dalam Keputusan ini.

Direktur Jenderal dapat membatalkan persetujuan dalam hal
perusahaan angkutan udara bukan niaga tidak mentaati
salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
atau ayat (2).

Pasal 44

Permohonan untuk melakukan angkutan udara niaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diajukan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja menurut contoh 7 Lampiran IV Keputusan
ini.
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Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pemohon wajib menyampaikan rencana
penerbangan yang sekurang-kurangnya memuat:

a. rute penerbangan yang akan dilayani, -

b. waktu pelaksanaan (jam keheranckatrn dan
kedatangan);

c. tipe pesawat udara yang akan digunakan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohcnan diterima
secara lengkap.

Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan ditinjau
«xembali.

Apabiia permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
di tolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alacsan
penciakan.

Pasal 45

Pemegang izin kagiatan angkutar udarz bukan niaga yang
meiakukan usaha angkutan udara niaga sebagaimana

“dimaksud dalam Pasal 41, dapat mengajukan izin usaha

angkutan uvdara niaga.
Permchonan untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara
niaga diajukan kepada Direktur Jenderal sesuai ketentuan-
ketentuan vang diatur dalam Keputusan ini.
BABV
KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS
Pasal 46

Angkutan udara perintis dapat dilakukan oleh perusahaan
angkutan udara niaga;

Dalam keadaan tertentu dengan persetujuan Direktur

Jenderal, angkutan udara perintis dapat dilayani oleh
pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.
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Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
adalah keadaan dimana perusahaan angkutan udara niaga
tidak bersedia dan atau tidak mampu.

Angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan secara berjadwal pada rute penerbangan
perintis.

Pasal 47

Perusahaan angkutan udara dan pemegang izin kegiatan
angkutan udara yang melaksanakan angkutan udara perintis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberi kompensasi
untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan udara
perintis.

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
berupa:

a. pemberian rute fain diluar rute perintis bagi perusahaan
angkutan udara niaga barjadwal; dan atau

b. bantuan biaya operasi angkutan udara; dan atau

c. kemudahan uniuk mendapatkan bahan bakar di lokas!
pada bandar udare yang tidak ada depc sama dengan
harga bahan bakar di bandar udara yang ada depo
minyak.

Pemberian kompeansasi sebagaimana dimaksud calam ayat
(2) dengan pertimbangan :

a. kelayakan usaha pelaksanaan angkutan udara perintis;
b. ketersediaan dana subsidi operasi angkutan udara
perintis dan dana subsidi angkutan bahan bakar minyak

untuk bandar udara yang tidak tersedia depo BBM.

Pasal 48

Tata cara pelaksanaan angkutan udara perintis dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c:Wuterathag 1Rsh- Bdopaenis km-revini0)
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Pasal 49
Pelaksana angkutan udara perintis diwajibkan :

a. melaksanakan angkutan udara perintis sesuai dengan
jadwal dan rute perintis yang telah ditetapkan;

b. mematuhi ketentuan di bidang :
1)  teknis dan pengoperasian pesawat udara;
2) keamanan dan keselamatan penerbangan;
3) kegiatan angkutan udara perintis.
BAB VI
KEWAJIBAN PEMEGANG {ZIN
Pasal 56
(1) Pemeganyg izin usaha angkutan udara niaga ciwajibkan :
a. melakukan kegiatan usahanya secara nyata dengan
mengoperasikan pesawat udara selambat-lambatnya

12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan;

b. mematuhi ketentuan wajib angkut sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlakuy;

c. melaperkan kepada Uirektur Jendera! apabila  terjad!
perubahar, data yang tercantum dalam izin usaha yang
dimiliki;

d. menguasai sekurang-kurangnya 2 (dua) pesawat udara
yang laik udara bagi perusahaan angkutan udara niaga
berjadwal;

®

mematuhi ketentuan di bidang :

1) teknis dan pengoperasian pesawat udara;
2) keamanan dan keselamatan penerbangan;
3) kegiatan angkutan udara niaga;

f.  menyerahkan manifest penumpang dan kargo setiap
melakukan kegiatan angkutan udara, kepada pejabat
yang berwenang di bandar udara pemberangkatan dan
bandar udara kedatangan;

c\futur:tbag- Dkoab-Whepmen\rkm-revisiO2 2 8
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g. menyerahkan rekaman persetujuan terbang (flight
approval) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
kepada pejabat yang berwenang di bandar udara,
apabila:

1)  perusahaan angkutan udara niaga berjadwal untuk
kegiatan angkutan udara niaga dalam dan/atau
luar negeri, dalam hal melakukan :

a) kegiatan angkutan udara diluar jadwal yang
telah ditetapkan;,

b) penambahan frekuensi angkutan udara dan
atau perubahan rute yang telah ditetapkan,;

atau
c) perubahan tice pesawat udara yang
digunakan sehingga mengakibatkan

perbedaan kapasitas tempat duduk Kurang
atau lebih dari 50 %.

2) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwai
melakukan: c

a) nengangkutan senumpang dan kargo dalam
negeri dengan merggunakan pesawat udara
dengan kapasitas lebih dart 30 tempat duduk;

b) pengangkutan penumpang dan kargo luar
negeri.

3) pertisansan angkutan udara niaga tidak bterjadwal
pada rute luar negeri.

h. menyerahkan laporan kinerja perusahaan angkutan
udara niaga kepada Direktur Jenderai, menurut contoh
1 pada Lampiran V Keputusan ini.

(2) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga,
diwajibkan :

a. melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga
selambat- lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah izin
diterbitkan;

b. melaporkan apabila terjadi  perubahan data

sebagaimana tercantum dalam izin kegiatan angkutan
udara bukan niaga;

c\uterathoge- 1\ksh-3kepmen\rkmrevisio2 2Q
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c. mematuhi ketentuan di bidang :

1) teknis dan pengoperasian pesawat udara;
2) keamanan dan keselamatan penerbangan;
3) kegiatan angkutan udara bukan niaga;

d. menverahkan manifest penumpang dan kargo setiap
melakukan kegiatan angkutan udara dalam dan luar
negeri, kepada pejabat yang berwenang di banrdar
udara pemberangkatan dan bandar udara kedatangan;

e. menyerahkan rekaman persetujuan terbang (flight
approva!) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
kepada pejabat yang berwenang di handar udara,
apabila melakukan pengangkutan penumpang dalam
negeri dengan menggurakan pesawat udara dengan
kapasitas lebih dari 30 tempat duduk atau melakukan
angkutan udara bukan niaga lvar negert,

batal

menyerankan laporar kinerja perusanan kegiatan
angkutan udara bukan niaga kepada Direktur jenderal,
menurut conion 2 nzda Lampiran V Keputusan ini.

Pemberian persetujuan terpang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan (2) menggunakan formulir menurut
contoh 3 Lampiran V Keputusan ini.

Pemberian persetujuan terbang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali penertangan.

BAB Vil
PENCABUTAN IZIN
Pasal 51

[zin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan
udara bukan niaga dapat dicabut apabila pemegang izin
melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50.

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3
(tiga) kali berturut- turut dengan tenggang waktu masing-
masing 1 (satu) bulan.

Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
tidak ditaati, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk
jangka waktu 1 (satu) bulan.
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(4) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan,

izin dicabut.

Pasal 52

lzin usaiia angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan
udara bukan niaga dicabut tanpa melalui proses peringatan dan
pembekuan izin, dalam hal pemegang izin yang bersangkutan

terbukti:
a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan
negara,
b. memperoleh izin usaha atau izin kegiatan angkutan udara
dengan cara tidak sah.
c. dinyatakan paiiit berdasarkan suatu Keputusan hukum yang
tetap cleh pengadilan.
BAB VIl
KEGIATAN ANGKUTAN UDARA ASING
Pasal 53
(1) Kegiatan angkutan udara asing ke dan dari atau melalui
wilayali Republik Indonesia terdiri dari :
a. Xegiatan angkutan udara niaga,
0. keglatain angkutan udara bukan niaga.
(2) Kegialan angkutan udara niaga asing sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
a. angkutan udara niaga berjadwal; dan
b. angkutan udara niaga tidak berjadwal.
Pasal £4
(1) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dari dan ke atau
melalui wilayah Republik Indonesia oleh perusahaan
angkutan udara niaga asing hanya dapat dilakukan
berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral.
(2) Perusahaan angkutan udara niaga asing yang melakukan

c:Yutura\bag- 1bsh- 3\kepmertrkmrevisio2

kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), harus merupakan perusahaan
angkutan udara niaga yang ditunjuk oleh negara mitra yang
bersangkutan.
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Perusahaan angkutan udara niaga asing sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) wajib menyampaikan rencana
penerbangan kepada Direktur Jenderal, yang sekurang-
kurangnya memuat :

a. rute penerbangan;
b. jadwal penerbangan;
c. tipe pesawat udara yang akan digunakan.

Persetujuan atau penolakan terhadap rencana penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh
Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam waktu 14
(empat belas) hari kerja setelah rencana penerbangan
diterima secara lengkap.

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
diberikan oleh Dirextur Jenderal untux satu periode tertentu
menurut contoh 1 Lampiran VI Reputusan int.

Apabiia rencana penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam avat (4) ditolak, Direktur Jenderal wajib mermbernkan
alasan penolakan menurut contch 2 Lampiran VI Keputusan
ini.

Passzl 55

Setiap terjadi perubahan terhadap rencana penerbangan
yang telah disetujui, wajit dilaporkan kepada Direkiur
Jenderal untuk mermperoleh persetujuan.

Dalam waktu selambat-lcmbatnya 7 (tiuh) hari kerja setelah
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima
secara lengkap, Direktur Jenderal memberikan persetujuan
atau penolakan.

Apabila permohonan perubahan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan
aiasan penolakan menurut contoh 3 Lampiran V! Keputusan
ini.

Pasal 56

Perusahaan angkutan udara niaga asing berjadwal wajib
mengajukan permohonan persetujuan terbang (flight
approval) kepada Direktur Jenderal, apabila akan
melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal di luar
jadwal, rute dan tipe pesawat yang telah disetujui
sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (5) menurut contoh 4
Lampiran Vi Keputusan ini.
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Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima
secara lengkap, Direktur Jenderal memberikan persetujuan
atau penolakan.

Apabila permohonan perubahan sebageimana imakcud
dalam ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan
alasan penolakan menurut contoh 5 Lampiran VI Keputusan
ini.

Pasal 57

Perusahaan angkutan udara niaga asing sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 53 ayat (1) huruf a diwajibkan untuk :

a.

8]
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menyerahkan surat penunjukan dari permnerintah tempat
peruszhaan angkutan udara niaga asing tersebut cidirikan,
baagi perusahaan yang pertama kali meiaksanakan
penerbangan ke dan dari indonesia;

mematuhi reraturan perundang-undangan  di tidang
angkutan udara niaga dan keselamatan penerbaiigan yang
berlaku di indonesia;

menyerahkan manifest penumpang dan kargo setiap
melakukan kegiatan angkutan udara niaga kepada pejabat
yang berwenang di bandar udara tujvan di Indonesia;

menyarahkan iapcran kegiatan angkutan udura niaga setiap
bulan kepada Direktur jenderal, menurut contoh 6 pada
_ampiran V! Keputusan ini.

Pasal 58

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal, yang
dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing ke
wilayah Republik Indonesia adalah :

a. Charter untuk rombongan tertentu (affinity group
charter);

b. Penumpang yang dikumpulkan untuk melakukan
perjalanan dalam bentuk paket (inclusive tour charter)
atau;

c. Perorangan yang membeli seluruh atau sebagian
kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri
(own use charter);
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(2) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
dilakukan setelah memperoleh persetujuan terbang dari
Direktur Jenderal dengan mengisi formulir persetujuan
terbang menurut contoh 4 pada Lampiran VI Keputusan ini.

(3) Direktur Jenderal memberikan persetujuan terbang yang
berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan, dengan
memperhatikan  peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(4) Dalam hal permohonan persetujuan terbang ditolak, Direktur
Jenderal wajib memberikan alasan penolakan menurut
contoh 7 pada Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 59

(1) Penggunaan pesawat udara sipil asing dari dan ke atau
meialui wilayah Reoubplik Indonesia, seiain untuk kegiatan
angkutan udara niaga, hanya dapat dilakukan setelah
mendapat persetujuans  terbang dari Direktur  Jenderal
dengan mengici formulir persstujuan terbang rnenurut
contoh 4 pada lampiran VI Keputusan ini.

(2) Direktur Jenderal memberikan persetujuan terbang yang
beriaku untuk 1 (satu) kali penerbangan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan vang
beriaku.

‘3) Dalam hai permohornan persetujuan terbang ditolak, Cirektur
Jenderal wajib memberikan alasan penolakan menurut
centoh 7 paca lampiran VI Keputusan ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60

Dengan berlakunya Keputusan ini, pemegang izin usaha
angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal serta
pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, tetap dapat
melaksanakan kegiatan angkutan udara sesuai izin yang telah
dimiliki, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu selama 12
(dua belas) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, wajib
menyesuaikan perizinannya sesuai dengan Keputusan ini.
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis

terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada Tanggal : 10 MEi 200+

MENTER! PERHUBUNGAN

ttc

AGUM GUMELAR, M.Cc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menieri Knordinaior Bidang Perekonomian;

Menteri Keuangar;;

Menteri Kenakiman dan HAM;

Menteri Da'am Negeri dan Otonorni Daerah;

Sekretaris Negara;

Sekretariat Kabinet;

Jaksa Agung Republik Indonesia;

Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi seluruh Indonesia;
10. Sekjen, Irjen, dan Dirjen Hubud dan Kabadan Litbang Dephub;
11. Para Karo di Lingkungan Sekjen Departemen Perhubungan;
12. Para Eks Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
13. Para Atase Perhubungan,

14. Dewan Pimpinan Pusat INACA.
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
KM 11 TAHUN 2001

NOMOR

TANGGAL : 10 MEI 2001

KRITERIA DAN CARA PENILAJAN/PERHITUNCAN BANDAR UDARA PUSAT PENYEBARAN

SUB KRITERIA

NO KRITERIA BOBOT BOEOT SUB KRITERIA BOBOT
1 Terletak di kota yang 0.125| a. Status kota dalam RTRWN 0.663 | 1). PKN 0.0313
merupakan pusat zona 2). PKW 0.0219
ekonomi 3).PKL 0.0094
b. Status Bandar Udara 0.063 | 1). Internasional 0.0500
2). Domestik 0.0125
2 Kepadatan Penumpang 0.550 | a. Penumpangy Datanﬁ'dan 0.358 | 1).>1.000.000 0.1609
berangkat (per tahun) 2).500.000 - 1.000.000 0.1073
3).100.00" — 495.999 0.0536
4).50.000 - 99.999 0.0268
5). < 50.000 0.0089
b. Penumpang Transit 0.124 [ 1).> 200.000 0.0557
(per tahun) 2).50.000 ~ 200.000 0.0371
3).10.000 - 49.999 0.0186
4).5.000 - 9.999 0.0093
5) <5.000 0.0031
0.069 | 1).> 100 0.0309
¢. Frekuensi Penerbangan 2).59-100 ' 0.0206
(per minggu) 3).10-4S 0.0103
4).5-9 0.0052
5).<5 0.0017
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3 Berfungsi penyebaran 0.325| a. Rute Penerban—cja-rT 0114 |1).>7 0.0683
Dalam Negert 2).3-7 0.0341
3).<2 0.0114
b. PRute Penerbangan Luar 0.01€ | 1).> 3 0.0098
Negeri 2).1-3 0.0049
3). <1 0.0016
2.195 1).> 5 0.1170
¢. Rute Cakupan Dalam 2).3-5 0.0585
Negeri 3). <3 0.0195
1.000 110600 1.000
Keterangan :
Pusat Penyebaran Primer > 0.500
Pusat Penyebaran Skunder 0.300 —- 0.499
Pusat Penyebarab Tersier 0.200 - 0.299
Bukan Pusat Penyebaran < 0.200
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LAMPIRAN 1I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 11 TAHUN 2001
TANGGAL : 10 Mei 2001

Contoh 1

ACUAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN
UNTUK PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA
PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA

A. ASPEK ADMINISTRASI :

1.

N

Akte pendirian perusahaan yang harus memuat :

a. Maksud dan tujuan perusahaan pergerak di bidang jasa angkutan udara

niaga berjadwa! atau tidak berjadwal.

b. Pemcdaian yaitu :

1) Jumlah modal perusahaan dan kepemilikan modal;
2) Sumber modal (dalam negerijluar negeri);
3) iumlah modal yang cisetor.

Susunan Direksi perusahaan.

Surat keterangan dornisili perusahaan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP}.

B. ASPEK DEMAND PENUMPANG/KARGO.

1.

Bagi perusahdar  angkutan udora  niaga berjadwal, data demand
perumpang/kargo per rute penerbangan minimal data empiris selama kurun
waktu S (fima) tahun terakhir (contoh : studi kelayakan disusun tahun 2001
maka data empirisnya tahun 1996 — 2000, studi kelayakan disusun tahun 2002
maka data empirisnya adalah tahun 1997 - 2001).

Prakiraan demand penumpang/kargo 5 (lima) tahun mendatang masing-
masing rute yang direncanakan, dengan menggunakan dasar penyusunan
demand penumpang/kargo antara lain :

a. Metode prekiraan permintaan (demand forecast methode) yang
mendasarkan pada teori yang dapat dipertanggurg jawabkan.

b. Memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, pariwisata,
politik dan sebagainya.

c. Asumsi dasar penyusunan prakiraan permintaan (demand forecast) dapat
dipertanggung jawabkan.
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Contoh 3 !

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SURAT IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA
NOMOR & o

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor @ KM ... Tahun ... tentang
Penyelenggaraan Angkutan Udara dan surat permohonan izin angkutan udara dari ...............
Nomor @ ...ooeeeieeees tanggal ............... , diberikan izin kegiatan angkutan udara bukan riaga
kepada :

NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI/LEMBAGA
JENIS ANGKUTAN :

ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN/ i
INSTANSI/LEMBAGA :

NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB
ALAMAT PEMILIK/FENANGGUNG JAWAB
NOMOR POKOK WAJIB PASAK (NPWP)
PUSAT KEGIATAN USAHA

Kewajiban pemegang izin usaha

1. Memaruhi seluruh perundang-undangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udare,
keselamztan penerhangan dan keamanan penerbangan.

2. Mencgooezrasikan pesawat udaia sesuai dengan lingkup izinnya dan memenuhi percyaratan
keselaniatan penerbangan.

IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN
DAPAT DICABUT AFABILA PEMEGANG 1ZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT 1ZIN
KEGIATAN ANGKUTAN UDARA INI.
IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UCARA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN
BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN KEGIATAN
ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA.

Ditetapkandi : Jakarta.
Pada tanggal : 2000.

A.N. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
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Contoh 4
Nomor -
Lampiran
Perihal :  Penolakan Izin Kegiatan Angkutan Kepada
Udara Bukan Niaga Ythe: e
di
JAKARTA
1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : ........ tanggal ........ perihal

permohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, dengan hormat kami
belum/tidak dapat menyetujui permohcnan Saudara dengan pertimbangan :

2. Apabila permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan
sebageimana tersebut butir 1 di atas, Saudara dapat mengajukannya kembali.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara ciucapkan terima kasii.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Tembusan Yth :

Menteri Perhubungan
*} Coret yang tidak periu

/,’;:~ _-2:.:._w.
27T MUY s

/S;’;ﬁ‘rié‘r‘r%ééuaj dengan aslinya
/f@p"ala Biro Hukum dan Organisasi
el | / /ooy
ULKARNAIN/OEYOEB, SH, MM, MH
oM Pﬂ261 06134

-

MENTER! PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.




LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 11 TAHUN 2COft
TANGGAL : 10 Mei 200t
Contoh 1
Nomor
Lampiran
Perihal . Persetujuan Rencana Jadwal
Penerbangan Perusahaan
Angkutan Udara Niaga berjadwal Kepada
Yth.
di
JAKARTA
1. Menunjuk surat Saudara nomor .......... tanggal ........ rinal tersebut aistas
dan surat karni nomor ...... ... tenggal ........ perina! ...... dengan hormet

diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui Rencana Jadwel Penerbangan

= TSRO vang berlaku mulai tanggal ....... tahun ...

2. Rencana jadwal rute penerbangan secara lengkap sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

w

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Tembusan Yth. :

19




LAMPIRAN

HARI

ETA

ETD

TYPE A/C

RUTE

NO
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Contoh 2
Nomor
Lampiran
Perihal : Penolakan Rencana Jadwal -
Penerbangan Perusahaan Angkut2n
Udara Niaga Beriadwal Kepada
Yth.
di
JAKARTA
1. Menuniuk surat Saudara nemor .......... tanggal ........ perihal Rencana Jadwal
Penerbangan Saudara dan surat kami nomor ........... tangqal ........ perihal

(WS}

Tembusan Yth. :

Lo

...... dengan horrnat diberitzhukan bahwa kami belum/tidak davat
menvetuiui Rencana Jadwal Penerbangen Saudara dengan pertimbangan
sebaqai berikut :

Saudara danat mengajukan kembali permchonan Saucdara apabila telai
menyesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana butir 1 diatas, *).

. Demikian disampaikan, atas parhatian Saudara divcapkan terima kasin,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

...........................

*) Butir 2 tidak dicantumkan bila
dalam butir 1 dinyatakan tidak disetujui.
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Contoh 3
Nomor -
Lampiran
Periha! : Penolakan Terhadap
Perubahan Jadwal
Penerbangan Kepada
Yth.
di
JAKARTA
1. Menunjuk surat Saudara nomer ... tanggal ........ perihal Permohonan
perubahan Jadwal Penerbangan Saudera dan surat kami nomor ...
tanggal ... perihal ...... dengan hormat diberitahukan hanwa kari
belum/tidak dapat menyetujui Permohonan Ferubahan Jadwal Penarbangan
tersebut yang beriaku mulai tanggal ... ... tahun .......... dengan pertimtangan

Tembusan Yth. :

sebagai herikut :

Saudara dapat mengajukan kempali permohonan Saudara apebila telah
menyesuaikan dengan peitimbangan sebagaimana butir 1 diatas, *).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diuzepkan terima !asih.

DIREKTUR JENDERAIL. PERHUBUNGAN UDARA

.................................

..................................

..................................

*) Butir 2 tidak dicantumkan bila
dalam butir 1 dinyatakan tidak disetujui.
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Contoh 4
Nomor
Lampiran
Perihal : Penolakan Permohonan
Penambahan Kapasitas. Kepada
Yth.
di
JAKARTA
1. Menunjuk surat Saudara ncmor ... tanggal ....... perihai Permchonan
Panambahan Kapasitas Penerbangan dan surat kami romor ........... tangga!
............. perihal ... dengan hormat diberitahukan bahwa kam

belum/tidak dapat menyetujui penambanan kapasitas dimzksud, dengan
pertimbangan sebagai berikut :

2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan Sezudarz apavila telah
menyesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana butir 1 diatas, *).

3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Tembusan Yth. :

*) Butir 2 tidak dicantumkan bila dalam
butir 1 dinyatakan tidak disetujui.
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Contoh 5
Nomor
Lampiran i
Perihal : Penolakan Permohonan
Tidak Menerbangi rute
Kepada
Yth.
di
JAKARTA
1. Menunjuk surat Saudara nomor ......... tanggal ........ periha! Perrnohonan
untuk tidak menertang! rute ............. , dengan hormat diberitshukan bahwa

kami beium/tidak. dapat menyetujui permohonain yang Saudara ajukan
dengan pertimbangan sebagai berikul :

2. Saudara dapat mengajukan kembali permichonan Saudara apsbiia teizh
menyesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana butir 1 diatas, *).

3. Demikian disampaikan, atcs perhatian Saudara diucapxan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL FERHUBUNGAN UDARA

Tembusan Yth. :

*) Butir 2 tidak dicantumkan bila dalam
butir 1 dinyatakan tidak disetujui.
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Contoh 6
Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan Untuk Melakukan Kepada -
Anckutan Udara Niaca Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Berjadwal
di
JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :
KM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan
ini PT. ... sebagai perusahaan angkutan udara niaga tidak berjedwal
mengajukan permohonan penerbangan berjodwal pade rute ...dengan
frekuansi ... menggunakan tipe pesawat ...

2. Jadwal penerbangan PT. ... pada rute dimaksud adalan scbagai
berikut :

Pesawst e

Rute L e Pp
Frekuensi T /mingqu

ETO .. Do (W

ETD .. Do Lt

3. Demikian permohonan kami, jika disetujui, kami bersedia memenuhi
semua kewajibar-kewaiiban  dalam melakukan penerbangan  cecars
verjadwal.

....................................

Pemohon

‘ Tembusan Yth :

Menteri Perhubungan
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C. ASPEK RUTE PENERBANGAN :
1. RUTE PENERBANGAN DALAM NEGERI.

a. Tahapan rencana rute penerbangan dalam negeri per tahun dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun mendatang.

b. Rencana rute penerbangan dalam negeri teisebut harus memperhatikan
hai-hal sebagai berikut :

1) Target pangsa pasar yang didasarkan pada :
a) Kondisi pesaing yang melayani rute penerbangan yang direncanakan
oleh perusahaan yang bersangkutan.
b) Kemampuan perusahaan dalam meraih pangsa pasar yang
didasarkan pada kekuatan armada udara, permodalan dan SDM.
2) Xomposisi masing-masing kategori rute penerbangan per tahun ceiama
5 (lima) tahun mendatang harus memenuhi kriteria penilaian.
2) Masing-masing rute yang dirercanakan herus ailengkapi  dengan
nerhiturgan antare lain :
a) Penumpang/kargo yang akan diangkut per tahun secuai derngan
pangsa pasar vanq ditargetkan.
; Frekuensi penerbengarn per minggu dan per tahun
¢) Kapacsitas angkut (tempat duduk) per minggu dan per tahun.
d} Jam terbang per penerbangan, per minggu dan per tahun.

2. RUTE PENERBANGAN LUAR NEGERI.

a. Tahzpan rencana rute penerbangan luar negeri per tahun dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun mencatang.

b. Rencanz rute penerbangan luar negeri tersebut harus memperhatikan hai-
nal sebagai berixut :

1) Rute penerbangan luar negeri yang direncanakan harus terdapat dalam
Perjanjian Bilateral/Multilateral Perhubungan Udara.

2) Masing-masing rute yang direncanakan harus dilengkapi dengan
perhitungan antara lain :

2. Penumpang/kargo yang akan diangkut per tahun sesuai dengan
pangsa pasar yang ditargetkan.

b. Frekuensi penerbangan per minggu dan per tahun yang sesuai
dengan jumlah/sisa right yang dimiliki oleh pemerintah Republik
Indonesia.

c. Kapasitas angkut (tempat duduk) per minggu dan per tahun yang
sesuai dengan jumlah/sisa right yang dimiliki oleh pemerintah
Republik Indonesia.

d. Jam terbang per penerbangan, per minggu dan per tahun.
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D. ASPEK PEMASARAN.

Strategi pemasaran yang akan diterapkan yang meliputi :
a. Promosi, diuraikan cara dan tangkah-tangkah promosi.
b. Sistem nenjualan tiket, diuraikan meialui agen dan atau perwakilan.
c. Sistem pelayznan kepada pengguna jasa yang tediri dari pelayanan pre flight, in

flight dan post flight.

E. ASPEK ARMADA UDARA.

Perencanaan armada udara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang,
minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Alasan pemilihan jenis dan tipe pesawat yang akan digunakan.
2. Karakteristik dan spesifikasi jenis dan tipe pesawat udara yeng akan digunakan.

3. Perhitungan kebutuhan jumiah pesawat dan tahapan pengadaan pesawat udara
selama S tahun mendatang dafi masing-masing ienis dan tine pesawat ucara
yang akan digunakan.

4. Harus cijelaskan bagaimana cara perolehan yaitu :

a. Cara perolehan pesawat udeia :
1) Apabila diperolch dengan cara sewa, agar dijelaskan sistem sewanya

(antara lain sewa operasi, sewa guna, dry lease atau wet lease).
2) Apabila diperoleh dengan cara beli, agar dijelaskan sistem pembayaran

tunai atau mengancsur.

b. Sumber atau negara asal pesawat udara.

F. ASPEK TEKNIK OPERASI PESAWAT UDARA.

Perencanaan teknik operasi pesawat udara selama kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang, minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana rotasi diagramn pesawat udara untuk masing-masing jenis dan tipe
pesawat selama 5 tahun mendatang.

2. Rencana utilisasi masing-masing jenis dan tipe pesawat yang akan digunakan
selama 5 tahun mendatang.

3. Rencana program pemeliharaan/perawatan masing-masing tipe pesawat udara
yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan CASR 121 dan atau CASR135.

C3/mydocumentrkmvkriteria penilaian/ags




G. ASPEK ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Perencanaan organisasi dan sumber daya manusia perusahaan yang minimal
memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Struktur organisasi dan gambar struktur organisasi beserta rentang manajemen.
2. Rencana Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :

a. Jumlah dan kualifikasi SDM langsung :
1) Awak kokpit (cockpit crew).
2) Awak kabin (cabin attendant).
3) Teknisi.
4) Mekanik.
5) FOO.

b. Program training untuk SDM langsung seiama 5 tahun mendatang sesual
dengan ketentuan yeng berlaku.

{l

Jumlah: dan kualifikasi SDM tidak langsung selama S tshun mendatang
sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana pada putir G.1.

H. ASPEK KEUANGAN DAN EKONOMI,

1. Rencana investasi selarna 5 ranun mendatang yang terdiri dari jenis, jumiah
dan nilai investasi.

2. Asumsi dasar dan rincian perhitungan masing-masing komponen biaya operasi
penerbangan per jam tertang untuk masing-masing pesawat udara yang akan
digunakan.

3. Komponen biaya opereasi penerbangan ininimal terdiri dari :
a. Biaya Operasi Langsung :
1) Biaya Operasi Langsung Tetap.

a). Biaya sewa/penyusutan pesawat udara.

D). Biaya asuransi pesawat udara.

). Biaya gaji tetap awak pesawat.

d). Biaya gaji tetap teknisi, mekanik dan FOO.

e). Biaya amortisasi training crew atau biaya training crew.

2) Biaya Operasi Langsung Variabel.
a). Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas.
b). Biaya Tunjangan Awak Pesawat.
). Biaya Pelayanan Jasa Bandar Udara.
d). Biaya Pelayanan di Darat (ground handling).
e). Biaya Catering (bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal
untuk penumpang).
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b. Biaya Operasi Tidak Langsung :

1). Biaya umum dan organisasi.

3) Biaya penyusutan aktiva tetap.

4) Biaya amortisasi non aktiva tetap.

5) Biaya gaji tetap SDM tidak langsung.
6) Biaya pemasaran dan penjualan.

7) Biaya komisi agen.

4. Proyeksi perhitungan rugi laba untuk 5 tahun mendatang yang terdiri dari :

a. Rincian perhitungan rugi laba masing-masing rute penerbanqari.

b. Rincian pertitungan rugi laba masing-masing tipe pesawat yang akan
digunakan.

c. Rekapitulasi perhitungan rugi Iaba perusanaan.

Masing-masing butir a,b dan ¢ harus terdapet rincian perhiturrgan indikator
kinerja keuangan veng terdiri dari :

Profit Margin.

Operating Ratio.

Breax £ven Point.

Load Factor.

Pendanatan per penurapang-kn.

Biaya per penumpang-km.

Biaya per temnpat cuduk-kn.

Yield per penumpang-krn.

Soan oo

=@

n

Proyexsi perhitunagen arus kas perusahaan untuk 5 tahun inendatang, miunimal
terdiri dari :
a. Arus kas inasuk :

1) Penerimaan hasil operasi.

2) Penerimaan hasil non operasi

3) Cadangan penyusutan dan amortisasi.
4) Berkurangnya modal kerja.

5) Bertambahnya hutang.

6) Berkurangnya piutang.

7) Dan lain-lain.

b. Arus kas keluar :
1) Biaya hasil operasi.
2) Biaya non operasi.
3) Pembayaran angsuran hutang.
4) Bertambahnya modal kerja.
5) Berkurangnya hutang.
6) Bertambahnya piutang.
7) Dan lain-lain.
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6. Proyeksi perhitungan neraca perusahaan untuk 5 tahun mendatang, minimal

terdiri dari :
a. Aktiva:

1) Aktiva lancar minimal terdiri dari :
- Kas dan bank.
- Piutang.
- Persediaan.

2) Aktiva tetap.
- Peralatan gedung.
- Peralatan kantor.
- Peralatan penunjang.
- Kendaraan roda empat (kecuali sewa).
- Kendaraan roda dua (kecuali sewa).
- Geduny (kecuali sewa).

2) Aktiva lain-iain.
- Biaya pra operasi.
- Jaininan pesawat.

h. Pussiva :
1) Passiva lancar minimal terdiri dari :
- Huteng lancar.

2) Hutang jangka panjans.

3) Modal sendiri.
- Modal persercan.
- Mcdal disetor.
- Cadangan laba.
- Laba/rugi perusahaan.

7. Analisa ratio keuangan yang terdiri dari :

a. Rasio likuiditas yang terdiri dari :
1) Current ratio yaitu perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar.

2) Acid test ratio yaitu perbandingan antara aktiva lancar (setelah dikurangi
persediaan) dan hutang lancar.
3) Quick ratio yaitu perbandingan antara aktiva lancar (setelah dikurangi

persediaan dan piutang lancar) dan hutang lancar.

b. Rasio aktivitas :
1) Periode pengumpulan piutang yaitu per
piutang dikalikan 360 dan penjualan kredit.
2) Perputaran piutang Yaitu perbandingan antara penj

piutang.
3) Perputaran aktiva tetap yaitu perbandingan antara penjualan dan aktiva

tetap.

bandingan antara jumlah

ualan kredit dan
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4) Perputaran total aktiva yaitu perbandingan antara penjualan dan total
aktiva.

c. Rasio leverage keuangan :

1) Debt ratio yaitu perbandingen total hutang dan total aktiva.
2) Debt equity ratio yaitu perbandingan total hutang dan total modal
sendiri.

d. Rasio profitapilitas :

1) Gross Profit margin yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan
penjualan.

2) Net profit margin yaitu perbandingan laba setelah pajak dan penjualan.

3) Return on investment yaitu perbandingan antara laba setelah pajak dan
total aktiva.

4) Return on equity yaitu laba setelah pajak dan modai sendiri.

5) Rentatilitas ekonomi yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibancingkan
total gktiva. :

6) CTarning power yaitu (penjualan dibagi total aktiva) dikaiiken laba
satelah pajak dibaai penjualan.

8. Anaiica ekonorni dar keuangan ternacap kondisi keuangan perusahaan selama
S {iima) tahun mendatang, yang terdiri dari :

Analisa Payback Period.

Analisa Net Present Value (NPV).
Analisa Internal Pate of Return (IRR).
Analisa Profitability Index (PI).
Analisa 5enefit Cost Ratin (BCR).
Analisa Break Even Point (BFEP).

moOn g
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Contoh 2
Nomor
Lampiran
Perihal : Permononan Izin Usaha Angkutan Kepada
Udara Niaga Berjadwal/atau Tidak Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Eerjadwal *) di
JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM ...

Tembusan Yth. :

Tehun .. tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan hormat kami
mengajukan permohcnan izin usaha perusahaan angkutan udara niaga
berjedwal/atau tidak berjadwal. *)

Sebagai bzhar pertimbangan terlampir disampaikan 1 {satu) bazrkas
dokumen untuk melergkapi permononar dimaksud yang terdiri dari :

2. Foto Cooy Akte Pendirian Perusshaan ;
b. Foto Copy Nomor Pckok ‘Wajib Pajak (NFWP) ;
¢. Studi Kelayakan.

Demikian permochonan kami, jikz disetujui, kami bersedia memenuhi
semua kewajiban yang ditetapkan dalam surat izin usaha angkutan udara
niaga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Perhubungan
*) Coret yang tidak perlu

10
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Contoh 3
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN .
DIREKTORAT JENDERAL PERH'BUNGAN UDARA
SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL

NOMOK 1 e
Berdasarkan  Keputusan Mentesi Perhubungan Nomor : KM ... Tahun ........ tentang
Penyelenggaraan Angkutan Udara dan surat permohonan izin usana angkutan udara
niaga dari ............... Nomor .......... tanggal ............. , diberikan izin usaha angkutan udara

niaga berjadwai kepada :

NAMA PERUSAHAAN :

JENIS ANGKUTAN : “
ALAMAT KANTCR PUSAT PERUSAHAAN

NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAR

ALAMAT PEMILIK/PENANCGUNG JAWAE

NOMOR POKOK WAJIE PAJAK (NPWP)

PUSAT KEGIATAN USAHA

KEWASIBAN FEMEGANG IZIN USAHA

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undargan di bidang penerbangan khususnya
angkutan udara, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.

2. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, setiap kali
terjadi perubahian maksud dan tujuan perusahzan serta kepemilikan permodalan.

IZIN USAHA INI TiDAK DAPAT DIALIHKaN KEPADA PIHAK |AIN DAN DAPAT DICABUT
APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN INI.

IZIN USAKA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU SELAMA
PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA




Contoh 4

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

NOMOR 1 e
Berdasarkan  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor @ KM ... Tahun ........ tentang
Penyelengjaizan Angkutan Udara dan surat permohonan izin usaha angkutan udara
niaga dari ................ Nomor ........... tanggal .....ccccoene , diberikan izin usaha angkutan udara

niaga tidak berjadwal kepada :

NAMA PEPUSAHAAN

JENIS ANGKUTAN

ALAMAT KANTCR PUSAT PERUSAHAAN
NAMA PEMILIK/PENANGCUNG JAWAB
ALAMAT PEMILIK/PENANGGING JAWAB
NOMCR POKOY WAIB PAJAK (NPWP)
fUSAT KEGIATAN USAHA

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

1. Mematuht seluruh peraturan perundang-undargan di bidang penerbangan  knususnya
angkutan udara, keselamzten penerbangan dan keamanan penerbangan.

2. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, setiap kali
terjadi perubahan inaksud dan tujuan perusahaan serta kepemilikan permodalan.

IZIN USAHA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN DAPAT DICABUT
APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN INL

[ZIN USAHA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU SELAMA
PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Ditetapkan di 1 Jakarta
Pada tanggal

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL. PERHUBUNGAN UDARA
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Contoh 5

Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan Yth,

. Penolakan Izin Usaha Angkutan Kepada
Udara Niaga Berjadwal/atau tidak YEh, s
Berjadwal *) di
JAKARTA
1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : ... tanggal .. Perihal

permohonan izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal/atau
tidak berjadwal, dengan hormat kami belum/tidak dapat menyetujui
permohonan Saudara dengarn pertimbangan :

. Apabila permohonan Saudara telah memenuhi persyzratan yang ditetankan

sebagaimana tersebut butir 1 di ates, Saudara dapat mengzjukannya
kembaii.

3. Demikian disarnpaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREXTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Menteri Perhubungan
*) Coret yang tidak perlu

. . .
2 /Saiﬁag sesuai dengan asiinya

__-——‘ /

ZULKARNA

ukum dan Organisasi
ttd

I’OEYOEB SH, MM, MH

MENTERI PERHUBUNGAN

AGUM GUMELAR, M.Sc.
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LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 11 TAHUN 2001
TANGGAL : 10 Mei 2001

Contoh 1

ACUAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN
UNTUK PERSYARATAN PERMOHONAN
IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA

A. ASPEK ADMINISTRASI.

a.  Memiiki izin useha dari instansi yang meintina kegiatan pokoknya tagi pemehon yang
cerbentuk badan nukum Indonesia atau leinbaga tertentu car tanda jati diri bagi
pemohorn perorangan.

b.  Susunan Direksi perusahaan bagi perohor yang berbentuk badan hulum Indonesia
atau susunan pengurus lembaga atau tanda jati diri bagi pemohon perorangar.

¢.  Nomcr Pokok wajib Pejak (NPWP).

B. TUJUAN PENGGUNAAN PESAWAT UDARA.
a.  Klaiifikasi, efisiens! dan efektivitas pznagunaan pesawat udara untuk menuniang
xegiatan pckok.
b.  Rencana penggunaarn pesawat untuk penumpang dan atau barang.
C. DAERAH OPERASI.
a. Rencana base pesawat udara.
b.  Rencana daerah operasi penerbangan atau rute penerbangan yang akan dilayani.
D. JENIS DAN JUMLAH PESAWAT UDARA YANG AKAN DI OPERASIKAN.
a.  Alasan pemilihan jenis dan tipe pesawat yang akan dioperasikan.

b.  Rencana, tahapan, jumlah pengadaan pesawat udara.
¢.  Cara perolehan pesawat udara.




E. KESIAPAN OPERASI.

®aAp oo

Struktur organisasi, Jumlah dan kualifikasi SDM.
Program training.

Rencana untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan pesawat udara. -

Rencana peisicpan bahan bakar pesawat.

Memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sipil (Civil Aviation Safety Regulation).

i5
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Contoh 2

Nomor
Lampiran
Perihal

Permohonan Izin Kegiatan
Angkutan Udara Bukan Niaga Kepada
Yth.: Direktur Jenderal Perhubungan Udara
di
JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM ..
Tahun ... tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan hormat kami
mengajukan permohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.

N~

. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikar: 1 (satu) berkas dokumen
untuk melengkapi permohonan dimaksud vang terdiri dari :

a. Foto Copy Surat Izin Instansi Pembinz Kegiatan Pokok / atau tanda jati
dini *} ;

b. Foto Copy Momor Pokok Wajib Pzjak (NPWF) ;

C. Studi kelayakar sebagaimana rincian terlampir.

3. Derikian permohonean kami, jika disetujui, kami bersedia mementuhi semua
kewajiban yang ditetapkan dalam surat izin usaha angkutan udara niaga dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

.......................................

Pemohon

Tembusan Yth, :

Menteri Perhubungan
*) Coret yang tidak perlu

16
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toh 7

nor

piran

hal : Permohonan Untuk
Melakukan Angkutan
Udara Niaga

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

di

JAKARTA

: KM

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nemor

... Tahur tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, cengan ini
PT. ...sebagai perusahaan angkutar udara bukan niaga mengajuxan
perinchonan  untuk melakizken  angkutan  i:dara niaga pada rute
....dengan frekuensi ... menggunakan tipe pesawat ...
2. Jacwa! pencrbangan PT........ pada rute dimaksud adslah sebegai

berikut :

Pesawat ...

Rute 1 pp

Frekuensi @ ... /minggu

o ... Lt

ETO ... o Lt

3 Demikian permohonan kami,

jika disetujui, kami bersedia memenuni

semua kewajiban-kewajiban dalam melakukan angkutan udara niaga.

embusan Yth :

lenteri Perhubungan

/;{alman gesuai dengan aslinya
ukum dan Organisasi

IrO'.

N/
/1'201 06134

4 Serata
/A / ( Yy

MENTER!I PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.

EYOEB, SH,'MM, MH
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FORM EF-1
LAPORAN KEUANGAN

Perutshan Angautan Udars Nuaga Benades

Perusahaan Angiutan Udana

Arrfne

Tahur : Semester |/ AkMe Tahun ©)

Year Semester |/ End of The Year*)

BAGIAN 1. LAPORAN LABA DAN RUGI
PART 1- PROFIT AND LOSS STATEMENT

URAIAN /DZSCRIPTION

Jumiah / Amounts

Pertitungan Sub Total
L Sub-Accounts

Perhitungan Total
/Main Account and Resurc

]

L PENDAPATAN /REVENUES

1 Penerbangan benadwal ( Towl)/ Scheduked Sewces (TN
LY Fenwngang | rPassangs
1.2 Bagas eon | Excess Haggage
1.3 Muatan kemancepal & barang Cpmmatm | Freight, exvess and Hpomant bags
1.4 Posi Mal
2. Penerdangan laak benadwai ( total )/ Noa-Scheduled Fight (10131)
21 Penumpang 6an Dagasi iebi / Fassanger and excess baggage
2.2 Muatan { termasur kmman cepat 4an barang uiplomati ) dan pos ! Freignt
{ind. Exprass ang opl. vags) and mad
3. Pendapatan tak teruuga (lotal) ! Inogema! Revenues (. ofal)
3.1 KeQuatan ransponast wiar ( Kolo? 1 Ar Iransponanon achivites (gross)
3.2 Pendapatan tak terguga lnnya ( bersih j 7 Urner inogental revenuas (net)
4. TOTAL PENDAPATAN OPERAS! / TOTAL QWERATING PEVENUES

FPENSES

,

EX

BIAYA /

$. Opcrasi panertiangar ( Iotat ) / Thghe dperation (Totall
.3 Gap dan Bidya avak pesavwat ! S+ont crew salanes and eapenses
3.2 Banan bakar pesawal Jan penas § Arcafl fuel axd ol
3.3 Asuiansi paratatan penerbangan dan kenugian barang vang wdak diacurans: / Fught
equINMent NsuTanca cnd vmnsurey Ises
N4 Penyew1arn paraislan penesanGan i Hental of rgal equnmant
0.3 relathan av.ak pesawa’ (yang 10k G1aMoNSas:)/ rignt Crew Iraiing
(when not 2mont:ceg)
3.6 H1aya peservangan L2nnya [ Linar mons expenses
8. Mechnarar gan Ferawatan Pesawat ( lurun mesr )/ Maatenance and overmonl
{. Fenyusuton dan cmonisas (1ot V1 Deprenatica ang Awsorization (134al)
£.1 Penyusutan normal Jan nerda n pencrtan.an f Narz! Cepression of meht eguicment
{2 Penyusitan nimal dan niraalad can nenaratapan di Carat, Nomal daprecii.on ¢!
groung  propedty and equipiaent
/.3 Penyusutan tambahan ( Cxatkan dergan tuaya )/ Extra deprecation {in excess ot cost)
{.4 Amorisast b:aya pengemhasgan dan biaya pra-operasi ! Amomt.zanon of development
3nG pre-uperating cost
1.5 Pelalihzn awak pesawat (vang dicmorsasi)/ +igh! crew traning {when amortizsd)
2 OngRas pENEUns ( operulor ) Jaa By slasiun (15i21 )/ User cnarges 3nd staton expenses
. Biya pendaraias dan 1232 0ANAAA 1 Lanung anc assocaied aipen cnaryes
8.2 t1aya Melayanan Penertangan I Nouls faukly cnagss
8.3 Yisya stasion * Staion ex; 2ases
Y. Meldyarsn penumpang / Passancer seiace
0. el g 3nwalan da promosi 1 ixckenng o000 Sales promoton:
1. Umum dan adminstras: / Gensrai and admistrative
12, Biaya operasi ‘ainnya / Othce aparsting expunses
13. TOYAL BIAYA OFERAS!/ TOTAL CPERATING EXFENSES

H.O/0.R.

4. PENDAPATAN OPERASI OPERATING RESULT

NON-OPLRATING

15. Masa habis berdakunya peralata.i dan periengkapan / Relirement of properly and equipment
16. Yunga / inlerest

1/, Pembayaran gan dana masyarakat yang Wdak dialokaskan (lotal)/ Payment trom pubic funds
nol akocated eisewnare (Iotal)
1.1 Subsidi langsung | Diredt subsiores
17.2 Veinbayaran lannya ! Uther paymants

18. Pen p gabungan / Atkated pames

19. Hal-hal 1ain yang tioak ber gan deng perasi ! Uiher non-operating rlems

LU, HAL -HAL NUN UFERASH (FENYEIMBANGAN] 1 NUN-UFERATING 11EMD (Darance)

LABAJRUGH /PROFIT LOSS

2% LABA ATAU RUGI SEBELUM PAJAK/ PROFIT OR LOSS BEFORE TAXES
22, Pajak penghasian 7 income taxes
23. LABA AIAU RUGH SEIELAH PAJAK | PRUFIT OK LUSS AFTER TAXES

Ye Py

Coatan . Bagion 1 {Hermass o daei jores
VA" 18k dapat Ghendantan G0 instnA s palaporan |

TRaNIen xaoun

~e
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BAG_2.NERACA
PARY 2 BALANCE SHEET

ASSETS/ AKTIVA

AT AMNTS

PERIUTUNGAN TAMGBAHAN
508 - ACCONT

PERRITURGAN JTAMA DN{ HASE,
JAN ACCOUNT AND RESIRT

1. Aktva Lahcar I Cument Assels
. D2aa pembesan peralntan | Equipment purthase funds

~y

4 Deig2ten pereidangan sshohm pryusuiin ! Fight 2quipmaa! belore d3pexciaticn
¢4 Durangl © cadangan uniuk penyusu'an fless © Resenve for depresialon
42 Peralatan peebangan setelsh pac usiian (butn 4 Skurngi but 4131 Fight equipm=nt afer -
derve-laton (em 4 nwnus kem 4.1) -
§ Paanatan Can pedengkapan @ dara! sebeum penyasutan 1 Ground propen, sna equpmenl
befx= depeeciation
S0 Chwargi . zadangan untuk feryutiten | Less | Releve ‘00 Cooretiihon
§.2 Peralalan dan perenq<apan 6 rarat setelah penyusutan (dtie § Gkurarng butr &1) ¢
Ground propady an1 equirment aher Jepracialion (1em 5 manus dery 5 %)
Tanst tLard
Penanzman mocal d peusahasn-perusahaan gabungan (aaak perusat.aan) ! lwves'meat &
alfldiated compaiies
§. Pambiydrdn yarg fadunda (lotal), Deler.ed charpes (tola!)
8.1 Baya pengembangan dan biaya {ra-operaci ! Develcpment and pre-cparaling cosls
6.2 Biaya-biays terlunda tainnya i Other delened chacges
9. Axiiva yang lidak berwujud / Infangidle assels
10. Aktiva tain-@ia/ Cthor asseis

~ >

S TOTAL AKTIVA [jurish sema dengan bute 24)( TCTAL ASSETS (equsito #am 24 vsicy)

HUTANG / LI/BILITIES

Hutang 130Ca’ (Schn yang Gijolaskan pacy butir 134/ Cunent hiabdies (atner than reporiea in dem 2y

. Pecdapatan angkutan yang seharusnyz / Ureamed frarspodation ravenues

14, Pihulangiiredd yang ditunda/ditangouhkan | Defermed credits

15. Biaya cacangan operasi i Ooerating reserves

16. Cadangan asuransi jiwa I Seff - insurance reserves

{7. Cadangan lainnya / Other reserve (specify)

18. Pinjcman d2fi perusahaan-perusahazn gabungan ! Advanced from affiiated company

19. Hutang lin-lin / Other liabites

20. Hutang jangka panjang / Long-term debt

21, Modal saham / Capial stock

22. Modal lebih / Capital surplus

23. Keseimbangan bersih darilaba ditahan yang tidak digunakan untuk fujuan terentu
{sama dengaa buli 6 Bagian 3 Laporan Laba Ditahan’)/ Net balance of unappronvialed relained
eanng ( identical o #em 6 of part 3 below, *Statement of Retained Esming)

24. TOTAL HUTANG (jumlah sama dengan butk 11 ¢ atas)/ TOTAL LIABILITIES (equal to tem 11 above)

=~
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BAG.3 LAPORAN LABA YANG DITAHAN
PART 3 - STATEMENT OF RETURN EARNING

URAIAN | DESCRIPTION

PERHITUNGAN TAMBAHAN |PERHITUNGAN UTAMA DAN HASL
/SUB - ACCOUNT 1 MAIN ACCOUNT AND RESWLT

1. Keseimbangan bersih dari aba ditahan yang tidak digunakan dari tahun sebetumnya
Sepert tertulis pada butir 6 yartu laporan. Laba ditahan tahun kemarin / Net balance of unappropriated
retained eaming lor previcus year, as shown in #em 6 of last yea’s Statemenl of Relurn Eaming

2. Penyesuaian alay terhadap laba dilahan tahun latu / Adjustment {0 previous year's retained eaming (lotal)
2.1 PeminGahan sebagai pengaturan cadangan / Transfer o reserves
2.2 Jumlah yang harus dibayarkan untuk bonus, deviden dan \an-lain | Amount paid as bonus, dividen, efc
2.3 Lainaya { rincian Y1 Other (specdy : ..cvveeeenninnni)
2.4 Lainnya ( dncian : )1 Cther (specify . .............)

3. Rugi laba setelah setelah pajak penghasitan untuk tabun ini { seperti yang di
tunjukkan pada butic 23, Bagian 1 Laporan Rugi /Laba / Prof} or foss (-) after income taxes for this year

as shown in ilem 23 of pant 1, Profit and Loss Statement)

4. Kepemilikan { tolal - rincian hal tertulis dibawah }/ Approprigtion (total - specify below;

6. Keseiabangan bersih Jair laha ditahaa vang tidak digunakan untus tehun
perjalan ¢3n 1ahun sebetumm a { sama dengan butir 23 bagin 2 sebeiumnva ) Net baknce of unapgmrizled

retained eaming 1ufIn3 Jurrent anC prewvicus yeor saree as kem 23 cf Fart 2 adove)

—_—

Catatan : Bagian 1 ( lermasck ¢ dalemeya perjelasan dan jonis penyimpangan apapun
yang tak dapat dinindarkan dar instruksi pelaporan ).

Remarks : Pa 1 (inchiding description of any unavoidable deviations from repodting instructicn)

29
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-ontoh 2 a
FORM A-3
LAPORAN PRODUKSI ANGKUTAN UDARA
Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga
Jerusahaan angkutan udara | L
rine
rahun
Year
Klasifikasi tngka! penerbangan
Uratan / Description Unit | Clasification by flight stage Total Gperasi
Nc
/ Total Cperaticns
Intemasioniai Domestk {
/ internationai / Domestic
a b c aJ e f
. Kilomater pesawat/ Bicealt kilometres 006
2 Keberangkatan pesawat/ Aircraf departures jutniah
! number
3 Jam terbany / Aircraff hours jumlah
I number
) Penumpang diangut! Pascanger carried jumlah
/ number
5 Muatan ton diangkut/ Freigh! tornes carned jumlah
/ number

30




Contoh 2b

OPERATOR

TAHUN

FORM D-3

LAPORAN PEGAWAT DAN PERSONIL
Kegiatan Angkutan Udara Buran Niaga

Bagian 1 - Armada / part 1- Fleet

Armada Berdasarkan Tipe Pesawat

Jumlah Pesawat masing-masirg tip2

Per.gyunaan pesawat selama setahun

T
Aircraft in Fleet by Type Number of Aircraft of each Typ2 I Ulilization of Aircralt Du “ing the Year
Pabrik dan Mode! Kegunaan/ | Awaltahun | Axhir Yahun | oeral rala-rala % Jumlah keberangkatan Jam Terbang Pesawal
Versi kode Al the Average l Fesawal
Manufacturer Use/ beginning At lie end M.T.0. I Number of Aircraft Aircraft F.ours Flown
and mode/ Version of the year of the year Weight | Departures
code’ (Tonres)
a b ¢ d __f ' g h
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Contoh2¢

FORM D-3

Bagian 2 - PERSONIL
Part 2 - PERSONNEL

Kategori Personil /Category of Personnel Akhir Tahun
_ Kegunaan [ Kode-kcde terjemahan / Use/Version Codes
Year - £nd Lapcran satu mengikuti kodz-kode di dalam kolom b untuk masuknya masing-masing pesawat
dalam kclony a/ Report one of the following codes in column b for each aircraft entry in column a
a b Terienmizhan kede-kode untuk pesawat yang digunakan oleh operator untuk angkutan udara komersia!

Verzicn codes for aircraft used by operator for commerciel air transport:

Personil Penerbangan / Flight Personnei P - Terjemahan untuk pesawat penumpang/ P - Passenger version of aircraft.

Personil lainnya / Other Personnel £ . Tesjemanan untuk Pesawat Pengangkutan Rarung tidak ditetankan untuk penumpang
F - lreighterversion of eircrafl, no provision for passengers

Jumlah Personit / Total Personnel B C - Terjemahan untuk pesawat yang dapal dirubah dalam hal ini pesawat dengan segera dapal

dirubah mengangkut semua penumpang atau semua barang

(> - Cenveriible version of aircraft, i.e. aircraft readily convertible to carry all-freight

loads or passenger ioads.

Kode pesawat tidak digunakan oleh operator untuk angkutan udara komersial
Coce for aircraft not used by operator for commercial air transport:

Perggunaan pesawal udara untuk tujuan lain seperti latihan, kegiatan keudaraan dan sebagainya

i
i
I

G - Aircraft used for o'her curposes, such as, trainng, aerial work, etc.

T At A T N e




Conoh 3

Depantemen Perhubungan

Republik Indonesia
Department of communications

FLIGH

DOMESTIC

T APPROVAL

uof the Republic of Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara .
Directorate General of Air Communication

ljin penerbangan untuk wilayah [ndonesia (Domestik)
Flight approval for Indonesia territcry (domestic)

1. Pesawat Udara

Aircroft

a) Operator/pemiiik/penvewa
Operator Ozvener Charterer

b) lenis
Type

¢) Tanda dafiar dan nama panggilan
Registrations and Callsigns

W

. Penerbangan

Flight

a) Tanggal dan jam
I2ate and Time

b) Ruw
Roures

c) Pendaratan teknis_ Ji
Technical landing a:

d) Pendaraten niapa di
Commercial londirg at

3. Jundah osana da'am nesewat vdara
Total numéer of persons on board
3) Hama naknoda D e e i e s
Nume of captain
b) Awak pesawat udardiginnya ® 1) 1 i e e e
Other circrew
c) Penumpung e T L TRRRERERETRINS
Passengers
4. Catatan PP PP
Ren:arks
Tanda tangan
Sienature
Pemohon Nama
spplicant Name
Penuniukan
Designation
Nota - Note -

*1 dan *2 Nama-nama supaya dilampirkan

Pesawat udara, awak pesawat udara, penumpang dan muatan
berdasarkan pada istilah dari Korvensi Chicago dan menepau
peraturan Indonesia yang mengenai penerbangan ini. Memiliki ijin
penerbangan ini tidak membebaskan operator dari melaksanakan
setiap aturan operasi teknis atau persyaratan kelaitkan udara dani
Dircktorat Jenderal Perhubungan Udara. ljin penerbangan wi dapat
dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apabila terjadi
kelambatan pada tanggai tersebut dalam 2 a diatas maka penerbangan
im dianggap batal

*] and *2 Names should be atiached

Aircraft, crew. passengers und load are subject to the terms of the
Chicago Convention and have to comply with the Indonesian
Regulations concerning this flight. Possesion of this flight approval
does not exempt an operator from compliance with any of the
technical operations rules or airworthiness requirements of the
Directorate General of Air Communications. This flight approval can
be withdrawn without previous notice, should delay exceed the dute us
prescribed in point 2.a above ihis flight will be regarded as cancelled.

Penerbangan tidak tetap tersebut di atas telah diijinkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

The above mentioned non scheduled flight has been approved

A, Direktur Jenderal Perbubungan Udara
Nomor izin

Tanggal

Tanda tangan

Nama

Jabatan

by the Government of the Republic of Indonesia

Sahnan sesuan dengan asli

! Kepéh Biro\}ﬂ)kum dan Organisasi

inya MENTERI PERHUBUNGAN
ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.




Contoh 1
LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 11 TAHUN 2001
TANGGAL : 10 Mei 2001
Nomor
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Rencana Jadwal

Penerbangan [erusahaan
Angkutan Udara Asing Kepada

Yth. Kepala Perwakilan
Perusahaan penerbangan.......

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor ......... tanggal ......... perihal tersebut di atas
dan suiat kami nomor ......... tanggal..... .. perihal ............ dengan ihorrmet
diberitanukan bahwa kami dapat menyetujui Rencana Jadwal Penerbangan
Saudara yang berlaku muiai tangqal ............ sampai dengan tarnqgal.. ...
tahun ........ sebagat barikut :

..........................................................................................................................

2. Demikian disampakan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

CIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Tembusan Yth. :

PDOINOUN RN -

Kakanwil Dephub.........
Adbandara...................
Ass.Ops. Mabes. TNI
Dir. Assop. Kasau
Pangko Hanudnas
Kacab. PT (Persero) Angkasa Fura I, Bandara...............
Kacab. PT (Persero) Angkasa Pura II, Bandara...............
Dir. Ops. PT (Persero) Angkasa Pura I, Bandara...............
Dir. Ops. PT (Persero) Angkasa Pura II, Bandara

34




Contoh 2
Nomor
Lampiran
Perihal : Alasan Penolakan Rencana Jadwal .
Penerbangan Perusahaan Angkutan
udaia Asing Kepada
Yth. Kepala Perwakiian
Ferusahaan Penerbangan......
di
JAKARTA
1. Menunjuk surat Saudara nomor ......... tanggal ......... periha! Rencana Jadwal
Penerbangan Saudara dan surat kami nomor ............ tanggal ......... perihal
......... dengan hormat diberitahukan bahwa kami belum/tidak danat
menyewjul Rencana Jadwal Penerbangan Saudara yang berlaku mulai
tanggal ... sampai  dengan  tanggal........ tahun.... ... dengan
partimhangan sebagai berikut :
B et e te ettt et e atb e et e aaae e ate et ateearteentaeeaeeenneeeante e
D e et et eeaeae e eaeana
G ettt r bt a ettt et et cen et eabteestbeeenee et beantesenneeenaseeinneanrrae
2. Apabila permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

Tembusan Yth. :

sebagaimana butir 1 di atas, Saudara dapat mengajukan kembali *).

. Demikian disampakan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

*) Butir 2 tidak dicantumkan bila
dalam butir 1 dinyatakan tidak disetujui.




Contoh 3
Nomor
Lampiran
Perihal : Penolakan Permohonan i
Perubahan Rincian Kegiatan
Kepada
Yth. Kepala Perwakilan
Perusahaan Penerbangan......
di
JAKARTA
1. Menunjuk surat Saudara neomor ... tanggal ........ perihal Permchionan
Perubahan Rincian Kegiatan Penerbangan Saucara dan surat kami nomor
............ tanggal.........perinal .....dengan hormat diberitahukan bahwa kami
beium/tidak dapat menyetujui Perrmchonar. Perubahan Rincian Kegiatan
tersebut yang bariaku muiai tanggal ... sampai dengan tangecal............
tahun ............ dengan peitimbangan sebagai berikut :
Br teeeeeeereeer e ee et eete e aaeeastastree et e eete ettt e e s eae e e et s sa s s e e e e neecre srenan
D ettt sttt et er Rt eer b st et en s s
e etteeeeeeireerteeieataeaeteetebeaseana ekt teaare et e e s teeet et e e e ra e e e e a e e sa e e s raneneases

2. Apabila permohonan Saudara telah niemenuhi persyaratan yang ditetapkan
sebagaimana butir 1 di atas, Saudara dapat mengajukan kembali *).

3. Demikian disampakan, atas periatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.................................

Nip. e
Tembusan Yth. :
L e
2 s

*) Butir 2 tidak dicantumkan bila
dalam butir 1 dinyatakan tidak disetujui.
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Contoh 4

INTERNASIONAL

Departemen Perhubungan

Republik Indonesia

Department of communications

of the Republic of Indonesia

Dircktorat Jenderal Perhubungan Udara

Directorate General of Air Communication A
ljin penerbangan untuk masuk/keluar/melintas wilayah Indonesia

Flight approval for entering/leaving/overflying Indonesia territory

FLIGHT APPROVAL

1. Pesawat Udara

Aircraji

a) Operator (pemilik/nenvewa)
Cperator (Owner/Charterer)

b) lenis e et e et h e et e e
Tipe

c) Tanda Pendaftaran dan nama panggilan
Registrations and Callsigns

2. Penerbangan
Flight
a) Rute e e e
Routes
b) T2ngga! masux Indonesia

Late entering Indunesia

Tangzoal keluar Indonssia
Date leaving Indovicsia

C

()

Teckrical landivg at
¢) Pendaratan komersial di e ettt edeeaeeeee e it eeerae e eanee e
Commercial landing at
) Sifat/tujuan pererbangcan
Durpose of the flight
£) Nama nakhoda
Name of pilot in command
h) Awak pesawat udara lainnva # 1)
Other crew members
i) Penumpang/barang *2)
Fassengers/cargo

5. Keerangan
Remarks

Tanda tangan
Signature
Pemohon tarmg
Applicant Naine
Penuniukan
Designation

Nota : Note :
*i dan *2 Nama-nama supaya dilanpirkan *] and *2 Nawes should be attached

Pesawat udara, awak pesawat udarz, penumpang dan muatan
berdasarkan pada istilah dari Konvensi Chicago dan menepati
peraturan Indonesia yang mengenai penerbangan ini. Memiliki ijin
penerbangan ini tidak membebaskan operator dari melaksanakan
setiap aturan operasi teknis atau persyaratan kelaikan udara dari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. ljin penerbangan ini dapat
dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apabila terjadi
kelambatan pada tangga! tersebut dalam 2 a diatas maka penerbangan
ini dianggap batal

Aircraft, crew, passengers and load are subject tc the terms cf the
Chicago Convention and have to compiy with the Indonesian
Regulations concerning this flight. Possesion of this flight upproval
does not exempt ar operator from compliunce with any of the
technical operations rules or airvorthiness requirements of the
Directorate General of Air Communications. This flight approval can
be withdrawn without previous notice, should delay exceed the date as
prescribed in point 2.a above this flight will be regarded as cancelled.

Penierbangan tidak tetap tersebut di_aias telah diijinkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
The above mentioned non scheduled flight has been approved by the Government of the Republic of Indonesia

A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor izin :

Tanggal :

Tanda tangan

Nama

Jabatan
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Contoh 5
Nomor
Lampiran
Perihal ¢ Penolakan Permohonan
Perubahan. Kepada :
Yth. Kepala Perwakilan
Perusahaan Penerbangan........
di
JAKARTA
1. Mernunjuk surat Saudara nomor ......... tanggal ...... perihal Permchonan
Perubaihan.......ccee.c... Saudara dan surat kami nomor ............ tangqal
............ perihal .......... dengan hormat diberitahukan bahwa kami
pelum/tidak dapat menyetujui perubahan dimaksud yang herlaku mulai/
paca tanggal........ sampai dengan tanggal.... tahun........ dengan

pertimbangan sebagai terikut :

2. Apabila permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan
sebagairnana butir 1 di atas, Saudara dapat mengajukan kembali *).

3. Demikian disanipakan, atas perhatian Saudara diucepkan terima kacsih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Tembusan Yth. :

*) Butir 2 tidak dicantumkan bila dalam
butir 1 dinyatakan tidak disetujui.
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FORM A-1
LAPORAN PROOUKSI ANGKUTAN UCARS

Ferusahaan Angkutan Udara Niaga Benacwdl

Airfine
BulavTh
Montt/Year
TOYAL JASA PELAYANAN HANYA JASA PELAYANAN MUATAN
{Perumpang. Pos, dan Muatan (termasuk dala pada kolom d dane)
Uraian Description Uni termasuk semua muatan) ALLFREIGHT SERVICES ONLY
/TOTAL ALL SERVICFS Jinckded in coumns d dan 6 Gala
No (Passanger, Mail and Freight incl, all Freight)
Klasifikasi berdasar jenis penerbangan Klasifikasi berdasar jenis penerbargan
: / Clasified by fight stage 1 Caasified by fight stag2
‘| INTERNASIONAL OOMESTIK INTERNASIONAL DOMESTIK
; /INTERNATIONAL /DOMESTIC JINTERNATICHAL 1DCMZSTIC
2 h < d e ! 7
PENERBANGAN BERJADWAL DENGAN PEMBAYARAN
SCHEDULED REVENUE FLIGHT
1 Pesawsat Kiometer | Avcral kilomelres 000
2 Keberangh aian pesawal | Avcrafl decactures jumdah
e ini N
: L] Jam wrbang! aircral hours jlenian
3 fanonnd
‘{ P Penutrpang dangkutl Passanger camid jumiah .- .-
; lomounl ‘
E 3 tuatan ton dang ut! Froght (oniss caned jeenlan
:! i Jamunt
: 1§ | Perumpary. Wlometer | Passanger-kivmeties gorf 1 0 .. .-
E be Temgat 2ok hilometer terseda ! Seul kiorefias avadat'e 000 . .-
Pl Fakior must penumpar 3 Passanoer Load Fator % . ..
9 Ton - kiameter 0anonut ! Tone kilomet.es perormed 00 .- .
2; Penurrpang (lermasuk bugasi |/ Passangers finc sagcaze) 009 .- -
o b} Muatan 1 FreizHl (ndl. Espress) o0
; ¢} Pos ! M 006
o) Towd (S 8/d Sc) ! Total {910 %) 000
: 19} Ton - iomeier torsedaf Tonne -komelra; available ®0
11| Fartor ewat muatan s Weight load fector % l
A S — S E— N e s Eam—
PENEIBANG/.H TIDAK BERJADWAL DENGAN PEMBAYARAN
{ NON - SCHEDULED ReVENUE FLIGHT
12| Pesawat ~iometer 1 Aircrafl kilomelres 000
13] Kebeangkatan pesawat! Aircrall decactures jumlah |
Jamount
1 Jam terbang ! Aircratt hours jumiah
ramount
15| Penumpang dangrut (Volal) / Passanger carried jurrian .. .. )
Jamoun!
4 3) hanya termasuk penumpang tur” 0%
on inchisive tour passanger only”
16| Muatan oangkut ! Freight foanes camed jumiah
famount
17| Penumpang Kilometer (Total) I Passanger kilometes (Total) 000 .- i
a) hanya lermasuk  peoumpang tur* 000
on inclusive tour passanger only*
18 | Tempal duduk tersedia kilometer 000 .- .-
/ Seat - kiomelres available
Ton - kik 1 Ton kilomeires performad
2) Penumpang (termasuk bagasiyPassanger (inc.. baggage} 000 .e .-
b) Maatan dan pos I Freight and mai 000
¢} Total (18a « 18b) 000
20| Ton- terseda kik 1 Tonne kilometr Habk 000
) PEREREANGAN TARPA PENBAYARAN
/ NON REVENUE FLIGHTS
21| Jam terbang/ Aircralt hours jumiah
famount

i ' 9
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Contoh 6 b

Perusahaan angkutan udara

FORM C-2

LAPORAN BULANAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal - Kegiatan Angkutan Udara Dalam Negeri

.

3danTh e

Month/Year

Kapasitas tersedia Pendapalan Angkutan Udara
/Capactty Available / Revenue Traffic
hsall Origin  Tujuan Mestination Tipe Pgsawat Jutiah Tempat duduk Total kapasitas
/ Type of Airciak Penerbangzn fenumpang daye mual Fenampang thsalRF1Cgnt Hus i Mad
/1o, of Fight ! Fassanger seals / Total payioad | Passanger (Tony(Tonne) (lonV(Toure)
{sumlan)//Wumber) capacity (Junuah)¥(Number)
(TonY¥{Tonnz)
-— - — — - —— — —
a b [ d o f g I h

o R T




Contoh 6¢

Perusahaan angkutan udara

FORM C-1
LAPORAN BULANAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA

Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal - Kegiatan Anckutan Udara Intemasional

Arine
BulatdTh s
Month/Year
Kapasitas tersedia Pendapatan Angkutan Udara
/Capacty Available / Revenve Traffic
I~ T
Asal! Origin  Tujuan Destination Tipe Pesawal Jumiai Tempat duduk Toial kacasitas
/ Type of Awcraft Fenerbangan per.umpang yang cmual Penumpang Muatansrregnt oS | Mak
/1o of Fluht | Passanger seals / Total pe+cad { Passanger {Tor}{Tonnc) (TonYTonne)
(Jumiah)(Number; capazdy {Jumtaty(Number}
{Tony TLang)
a b [ d [ f g h

A
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Contoh 6d
FORM A-2
LAPORAN PRODUKS! ANGKUTAN UDARA
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal
PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA @ .....oovviiiiiinriniinanircessssnenens
BULANITH i
Uraian Satuan Kiasifikasi jenis penerbangan Jumlah Operasi
N Description Unit Classification by flight stage Total
o
Intemasional Domestik Operations
Intemational Domestic
] b c d e /
A. PENDAPATAN PTSAWAT TERBANG
A REVENUE TRANSPORT FLIGHTS
1 |Pesawat Kilometer / Aircraft kilometres 000
2 |Keberangkatan pesawal/Aircralt departures jumtah/number
3 |Jam ‘erbang pesawat/ Aiccraft hours jumiahinumber
4 |Penumpang diangrut/Passengers caried jumlahinumber
| a) Hanya untik penumpang tur jumiahirumber
2) inclusive tour passer.gers only
5 IMuaian Tcn diangkut iumlah/number
Fraight tonnes coriiec
6 | Penumpang-kilometer diangkut 0060
Passanger-kiiometres performed
3) Hanya termasuk dalam tur
a) on inclusive tours oniy
1 |Te:npat duduk - kilometer yang tersedia 020
Seal-kilometres avoilable
8 {Ton - Kilor.eter diangkut 000
Tonne-kilomelres performed 000
8.1 Semua pelayanan/all services
a) Penumpang (termasuk bagasi) 000
a) Passengers (incl.baggage)
b) Muatan dan Pos/Freight and mail 000
¢) Jumlah (8.1a=8.1) / Total (8.1a+8.1b) 000
8.2 Semua pelayanan muatan dan pos
ail freight/ mail service
9 [Ton-kilbmeter tersedia 000
Tonne-kilometres available
B PENERBANGAN L AINNYA
8. OTHER FLIGHT
10 | Jam terbang pesawat kegiatan keudaraan Junvan : numoer
Aefiai worK aircran nours
11 | Jamterbang pesawat tanpa pembayaran Jumian i numoer
Non-revenue aircraft hours
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Contoh 7
Nomor
Lampiran
Perihal : Penolakan Permohonan .
Ijin Terbang
- Kepada . '
Yth. Kepala Perwakilan
Perusahaan Penerbangan........
di
JAKARTA
1. Menunjuk surat Szudara nomor .......... tanggal ........ perihal Permohonar Tjin

Penerbangan, dengan hormat diberitahukan banwa kami belurn/tidak dapat
menyetujui permohcnan penerbangan yang Saudara ajukan untuk tanggai

......... dan tanggal........takun.........dengan pertimbarigan sebagai berikut :
B e et e e e eer e R
D e et et e oo,
c.

..............................................................................................................

2. Apabile permohonan Saudara teiah memenuhi persyaratan yang ditetapkan
sebagaimana butir 1 di atas, Saudara dapat mengajukan kembdli *).

3. Demikian disampakan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERA!. PERHUBUNGAN URARA

Tembusan Yth. :

.......................................................

.......................................................

*) Butir 2 tidak dicantumkan bila dalam
butir 1 dinyatakan tidak disetujui.

>alinag sesuai dengan aslinya MENTERI PE
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